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RINGKASAN

Arief Budi Ramadhani. 201ZPenyelenggaraan Administrasi Kependudukan
Dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik(Studi pada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang) Skripsi. Konsentrasi
Pemerintahan daerah. Jurusan Administrasi Publikivessitas Brawijaya
Malang. Dosen Pembimbing: (1) Dr. Imam HardjantéARIMBA (2) Drs. Abdul
Wachid, MAP

Kehidupan masyarakat yang semakin komple&sginginkan adanya suatu
pelayanan yang semakin berkualitas, yang mana dadimi pemerintah sebagai
provider atau penyedia harus lebih intensif didalam memjpigedra pelayanan
pubik. Pelayanan masyarakat berkaitan dengan pdraankepentingan publik.
Pelayanan publik menjadi sangat penting karenalusddarhubungan dengan
masyarakat yang memiliki keanekaragaman tujuan kigpentingan. Sesuai
dengan perubahan dan perkembangan yang terjadindalasyarakat maka
masyarakat sadar bahwa seseorang perlu memilikiti bigttulis dalam
menentukan status seseorang atas kejadian-kejad&n peristiwa-peristiwa,
misalnya: perkawinan, kelahiran, kematian, pengakammak, pengesahan anak,
perceraian, maupun pergantian nama. Hal ini dilakuéleh sebuah dinas yang
memiliki kewenangan yang menangani urusan kependumduaitu Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang.

Penulisan skripsi ini memiliki rumusan maabntara lain (1) Bagaimana
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan padasDiependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Malang dalam rangka menikgkapelayanan publik, (2)
Faktor penghambat dan pendukung Penyelenggaraamisthasi Kependudukan
dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Pelayanan Ruliada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitégeskriptif dengan pendekatan
kualitatif agar nantinya dapat memberikan gambalam dapat mendeskripsikan
segala yang terjadi pada di lokasi penelitian. Bottari penelitian ini adalah (1)
Bagaimana Penyelenggaraan Administrasi Kependudukaada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang dakamgka meningkatkan
pelayanan publik, (2) Faktor penghambat dan pentykBenyelenggaraan
Administrasi Kependudukan dalam Rangka Meningkatkidnalitas Pelayanan
Publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kgid Malang. Metode
yang digunakan adalah menggunakan wawancara, alsgedan mengambil
beberapa dokumentasi yang mendukung penelitiatcuinen penelitian yang
digunakan adalah peneliti sendiri, pedoman wawané@id notedan kamera
Analisis data yang digunakan adalah Persiapan,lasibypenerapan data dan
penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pipns prinsip pelayanan publik
telah diterapkan dengan baik oleh Dinas Kependuddka Pencatatan Sipil kota
malang. Semua unsur dalam pelayanan publik beruddhksanakan secara
optimal oleh semua pegawai di Dinas KependudukanRiencatatan Sipil kota
malang. Tujuannya untuk mewujudkan suatu pelayabarkualitas yang
diinginkan masyarakat dalam proses pembuatan KTP.




SUMMARY

Arief Budi Ramadhani. 2012The Implementation of Civil Administration
Increase the Quality of Public Services (Study oBinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil, Malang) Thesis. Concentration of regional authorities.
Department of Public Administration. Brawijaya Uersity. Lecturer: (1) Dr.
Imam Hardjanto, MAP, MBA (2) Drs. Abdul Wachid, MAP

More complex social live need more qualified sessicin this case the
government should be more intensive attention & giblic services . Public
service related to the fulfillment of public intstePublic services becomes very
important because it is always associated withcespothat has diversity goals
and interests. In accordance with changes and a@wvents that happends in
society. The sociaty realized that a person needsate written evidence in
determining a person's status for the events onteyvdor example: marriage,
birth, mortality, admission of children, child admm, divorce, or change of name
. This is done by an official who has the authotidyhandle the affairs of the
Dispenduk Capil, Malang

Writing this thesis has a problem formulation, s 1) how does the
Implementation of Civil Administration to increagmublic services in Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Malang. 2) vehttte factors that influence
the reformation of administration of public sendade Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil, Malang.

This research uses descriptive research with atafieé approach in order
to present an image and can describe everythindépgens at the research sites.
The focus of this research are : 1 how does theleimgntation of Civil
Administration to increase public services in Dikapendudukan dan Pencatatan
Sipil, Malang. 2) The inhibiting and supporting s of administrative reform in
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Malang.résearch instrument used
is the researchers themselves, interview guidek) fiotes and camera. Analysis
of the data used is preparation, tabulation, dafdementation and conclusion.

The result of this research shows that the puldiwises principals have
been done well. All elements in the public serviaes trying to be implemented
optimally by public servant in Dinas Kependudukaan dPencatatan Sipil kota
malang. The purpose is to create a qualified seswehich wanted by sociality in
making ID card (KTP).
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di bentuknya suatu pemerintahan, pada hakekatnyalatad
memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemernntateklah dibentuk
untuk melayani diri sendiri tetapi untuk melayanasyarakat, menciptakan
kondisi yang memungkinkan setiap individu dapat gesmbangkan
kemampuan dan kreatifitasnya untuk tujuan bersdweaerintah merupakan
manifestasi dari kehendak rakyat, karena itu hamemperhatikan
kepentingan rakyat dan melaksanakan fungsi rakyalalm proses dan
mekanisme pemerintahan.

Pemerintah, memiliki peran untuk melaksanakan fupglslyanan dan
pengaturan warga negara. Untuk mengimplementasfigagsi tersebut,
pemerintah melakukan aktivitas pelayanan, pengatur@embinaan,
koordinasi dan pembangunan dalam berbagai bidaagarian itu sendiri
disediakan pada berbagai lembaga atau institusiepetah dengan aparat
sebagai pemberi layanan secara langsung kepadarakasty

Antara pemerintah dengan masyarakat terdapat shabwngan,
dimana ada masyarakat di sana pula pemerintahluiper Hubungan ini
lebih didasarkan pada suatu interaksi antara yarepyediakan atau
memberikan produk dengan yang membutuhkan atau rimenegproduk.
Pemerintah adalah semua badan memproduksi, medsstatau menjual

alat pemenuh kebutuhan rakyat berbentuk jasa puldik layanan civil,



sedangkan masyarakat yang mempunyai hak untuk rpatk@da, menerima
dan menggunakan produk dari pemerintah, baik yargifat fisik maupun
non fisik. Layanan publik berfungsi mendukung jasdlik yang merupakan
produk yang menyangkut kebutuhan hidup orang bamyalt kepentingan
umum seperti air minum, jalan raya, listrik, telapodimana proses
produksinya disebut pelayanan publik.

Layanan publik diproduksi dan dijualbelikan dibawaontrol
pemerintah. Sedangkan layanan civil adalah hak,utkblan dasar dan
tuntutan setiap orang, lepas dari suatu kewajidaayanan civil tidak
diperjualbelikan, penyediaannya dimonopoli dan makan kewajiban
pemerintah dan tidak boleh diprivatisasikan.

Di bidang pemerintahan, masalah pelayanan tidakiah penting,
perannya lebih besar karena menyangkut kepentingam, bahkan menjadi
kepentingan rakyat secara keseluruhan. Pelayamandiaelenggarakan oleh
pemerintah semakin terasa dengan adanya kesadssameghra dan
bermasyarakat, maka pelayanan telah meningkat k&dodya dimata
masyarakat menjadi suatu hak, yaitu hak atas pedayaPerhatian terhadap
eksistensi pelayanan semakin berkembang pula getemgan munculnya
berbagai masalah dalam pelayanan pemerintah kepakigat, seperti
pembuatan KTP, akta, perizinan sampai pada perged@rana dan prasarana
umum dan sosial. Informasi yang ditemukan secangslang dan melalui
berbagai media massa (cetak dan elektronik) salngkengungkapkan

berbagai kelemahan pelayanan pemerintah yang nmeiméamn ketidakpuasan



masyarakat terhadap pelayanan tersebut.

Kehidupan masyarakat yang semakin kompleks menuwsdanya
suatu pelayanan yang semakin berkualitas, yang ndalam hal ini
pemerintah sebaggprovider atau penyedia harus lebih intensif didalam
memperhatikan pelayanan tersebut. Karena diberli@gampatan pemerintah
senantiasa menjanjikan pelayanan yang memuaskaad&emasyarakat,
namun dalam kenyataannya belum dilaksanakan septimal. Berdasarkan
pengalaman masa lalu, bahwa upaya peningkatantdsiglelayanan dalam
prosesnya selalu dimulai dari langkah-langkah yaergifat mikro dan teknis,
seperti perbaikan prosedur, fasilitas, struktur gnpada kebijakan bersifat
makro dan politik.

Pelayanan yang berbelit-belit, sikap dan tindakparat, pelayanan
yang suka menuntut imbalan, kurang ramah, lambatfasilitas pelayanan
yang kurang memuaskan dan sebagainya adalah marup@komena-
fenomena yang kerap kali mewarnai proses hubungtraapemerintah dan
masyarakat berkaitan dengan proses pelayanan. rilainemberi isyarat
bahwa kajian dan analisis masalah pelayanan mastanaerupakan salah
satu fenomena penting, relevan dan aktual untehitiit

Administrasi kependudukan di Indonesia merupakdry&iag sangat
berperan dalam pembangunan, dimana dari sistemnéedrasi penduduk
tersebut dapat diketahui tentang data-data pendiauknformasi yang sesuai
dengan keadaan penduduk dan tentang kondisi datemaipat tinggal

penduduk. Negara Kesatuan Republik Indonesia barkias Pancasila dan



Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tah@d5 pada
hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindunglan pengakuan
terhadap penentuan status pribadi dan status huketiap Peristiwa
Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialamh gdenduduk yang
berada di dalam dan atau di luar wilayah Negaraties Republik Indonesia
Administrasi kependudukan memuat tentang Peristie@endudukan
dan Peristiwa Penting, yang dimaksud Peristiwva Kdpdukan antara lain
perubahan alamat, pindah datang untuk menetapgatinterbatas, serta
perubahan status orang asing tinggal terbatas dig¢mggal tetap. Sedangkan
Peristiwa Penting antara lain kelahiran, lahir fegimatian, perkawinan, dan
perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, elagegahan anak, serta
perubahan status kewarganegaraan, ganti nama datiwage penting lainnya
yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian ywargs dilaporkan
karena membawa implikasi perubahan data identitas surat keterangan
kependudukan. Dengan demikian, setiap Peristiwva ef@pdukan dan
Peristiva Penting memerlukan bukti yang sah untulakdkan
pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengamtkath undang-undang.
Sesuai dengan perubahan dan perkembangan yangdi tdgam
masyarakat maka masyarakat sadar bahwa seseordogmpmiliki bukti
tertulis dalam menentukan status seseorang atamdi&eikejadian atau
peristiwa-peristiwa, misalnya: perkawinan, kelahirkematian, pengakuan
anak, pengesahan anak, perceraian, kematian mapergantian nama.

Sedangkan untuk memiliki status tersebut, maka goréersebut harus



mendaftarkan peristiwa atau kejadian itu pada Leyali2atatan Sipil, dengan
demikian orang tersebut akan memperoleh bukti lteritang berupa Akta
Catatan Sipil

Sehubungan dengan hal di atas, maka tuntutan akéayaman
administrasi kependudukan yang tertib dan tidakrargniatif menjadi sangat
dibutuhkan. Oleh sebab itu, pemerintah telah mergkan UU No. 23/2006
tentang Administrasi Kependudukan yang memuat pgdargga dan
pembentukan sistem administrasi kependudukan dacatsan sipil, dimana
dalam UU No. 23/2006 BAB | Pasal 1 disebutkan bahwa
“Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegia@enataan dan
penertiban dokumen dan data kependudukan melahdaftaran penduduk,
pencatatan sipil, pengelolaan informasi administikeependudukan serta
:f;eirrllsayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik danbpngunan sektor

Dalam rangka penataan dan ketertiban Administrageikdudukan,
diperlukan suatu sistem registrasi penduduk denganggunakan Sistem
Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dimanatal penduduk
terekam dalandatabaseyang dimutakhirkan secara terus menerus manakala
ada perubahan yang diakibatkan oleh peristiwa kdymhrkan dan peristiwa
penting yang dialami penduduk. Catatan dibuat ksegiap individu dan
perubahan-perubahan yang dilakukan selama masanyau(Rusli, 1996,
:38)

Pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil meruped@iatan yang

sangat penting, karena dari kegiatan tersebut dig@roleh data mikro yang

aktual, dan bukan semata-mata agregatif. Untupetdaftaran penduduk dan



pencatatan sipil yang tertib dan valid selain beegbagi pengesahan secara
hukum atas peristiwa penting dan peristiwa kepeuokia perorangan, juga
sangat bermanfaat bagi pemerintah (pusat) dan p#aterdaerah untuk
perencanaan program-program pembangunan sebagai pErsngkatan dan
pengembangan kualitas penduduk sendiri (Hendra2aQi:9).

Pelayanan administrasi kependudukan di wilayah Kbtalang
melaksanakan kewenangan desentralisasi dalam bikieypgndudukan dan
pencatatan sipil. Pemerintah Daerah Kota Malang Ipegikean tugas dan
wewenang kepada Dinas Kependudukan dan Pencatai@gih uhtuk
melaksanakan pelayanan kepada masyarakat mengedaiinistrasi
kependudukan. Dinas Kependudukan dan Pencatatah Kita Malang
dalam melaksanakan tugas-tugas kedinasan dibidapgnkudukan dan
catatan sipil mengacu pada perundangundangan yatah tdisahkan
pemerintah vyaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20@fitang
Administrasi Kependudukan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menguresiarng
administrasi kependudukan mulai dari surat ketexapgkta kelahiran, akta
perkawinan, akta perceraian dan akta kematian dan-ldin. Bukti
kependudukan yang dimiliki setiap penduduk harilssjedan mereka tidak
diperkenankan memilikidouble identitas. Dalam rangka meningkatkan
system administrasi tersebut saat ini PemerintadrdbaKota Malang melalui
Dinas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil t@klakukan kebijakan

pelayanan terpadu serta menjalankan program E-Kamtia Penduduk



Survey yang dilakukan oleh Dwiyanto, dkk (2002:7)elaskan
bahwa nilai capaian kinerja birokrasi dalam haldpiidifitas kualitas layanan,
responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitaskibasi juga masih sangat
rendah. Bahkan sebagaimana dikutip oleh Dwiyanto(8R02:59) , menurut
The World Competitiveness Yearbodlahun 1999, tingkat indeks
competitivenesdirokrasi Indonesia berada pada urutan terendah seéai
kualitas pelayanan publik dibandingkan dengan I&gara lain di dunia. Hal
ini terbukti dari hasil penelitian tersebut diketalhahwa dari segi orientasi
pelayanan birokrasi, kita masih cenderung tidakesapbnya mencurahkan
waktu dan tenaga untuk menjalankan tugas melayayat. Hampir 40%
birokrat yang menjadi responden dalam penelitian ntenyatakan bahwa
mereka memiliki pekerjaan lain di luar pekerjaaansgbagai aparatur negara.
Kondisi ini otomatis mengurangi konsentrasi merdiiam bekerja sehingga
tidak fokus mengerjakan tugas-tugasnya (Setiyo@042131).

Perkembangan llmu Administrasi Negara sebenarrafag gewasa ini
mulai umum disebut Administrasi Publik, sudah deark pesatnya. Di
samping konsep-konsepnya yang makin implementasih didak lagi
dikaburkan dengan konsep manajemen, justru yangomp@ndewasa ini
adalah tuntutan reformasidministrasi publicsehingga diharapkan tercipta
pelayanan publik yang sesuai dengan harapan maaydpelayanan prima).
Disebutkan makin implementatif karena mulai dimatifannya secara
sungguh-sungguh berbagai konsep manajemen modarg,semula berhasil

diterapkan dalam dunia swasta/bisnis, kemudian difkasi untuk



kepentingan administrasi public.

Reformasi Administrasi Negara menurut Lee 1971 rdalBauhar
(1996:44) meliputi reformasi prosedur yang bertojusaenyempurnakan
system atau tatanan, reformasi teknik untuk menyengikan metode dan
reformasi program untuk menyempurnakan kinerja Ausiiasi Negara.
Dalam pelaksanaannya menurut Caiden dalam Zaul886:@-12) harus
melibatkan peran stake holders sejak awal hingbaraja.

Adapun tujuan reformasi administrasi secara inteaalah efisiensi
administrasi itu sendiri, meminimalisasi kelemahgeu penyakit administrasi
seperti korupsi, kolusi, nepotisme/pilih kasih, kam, berbelit-belit dan
lainnya. Tujuan eksternalnya adalah demokratisaminyesuaikan system
kerja antara system Administrasi Negara dan poliikisalnya dalam
kerangka otonomi daerah), dan menyelaraskan syAthministrasi Negara
tidak dapat dilepaskan dari nilai budaya suatu reegéau wilayah dimana
berlakunya reformasi tersebut. Dengan demikiarasjah bahwa reformasi
admnistrasi Negara merupakan gerakan untuk mejadikdministrasi
Negara sebagai instrument yang lebih baik dari waktwaktu dalam rangka
mencapai tujuan pembangunan pada umumnya, khususniggan realisasi
aspirasi masyarakat.

Bertitik tolak dari fakta dan kenyataan di atasakan penulis
tertarik untuk melakukan penelitian secara mendakamang peningkatan
pelayanan publik terutama pada Dinas KependudukanR&ncatatan Sipil

Kota Malang



1.2Rumusan Masalah
Berdasarkan pada paparan latar belakang masa&thsjimaka dapat
dirumuskan masalah-masalah dalam penelitian iiti) ya

a. Bagaimana Penyelenggaraan Administrasi Kependudydeda Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang dalamgka
meningkatkan pelayanan publik?

b. Faktor apa saja yang mempengaruhi Reformasi Adtrasis dalam
Pelayanan Publik pada Dinas Kependudukan dan Reaca®ipil Kota
Malang?

1.3Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :
a. Untuk Menggambarkan Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Penc&agtihiKota
Malang dalam rangka meningkatkan pelayanan puldi@apDinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang
b. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi Penygkmagn
Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukasn d
Pencatatan Sipil Kota Malang
1.4Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Akademis penelitian ini adalah untuk mghkatkan dan
memperkaya khasanah keilmuan dan, juga dapat kijadbahan untuk
penelitian selanjutnya yang berhubungan denganlatapeofesionalisme

birokrasi pemerintahan dan pelayanan publik.



2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Pemerintah: Hasil penelitian ini merupakamlsaatu bahan yang
digunakan dalam melaksanakan profesionalisme  lasbkr
pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanarikpdb Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang .

b. Bagi masyarakat: Hasil penelitian ini merupakanuaébkajian yang
dapat membuka wawasan dan menarik untuk terus idugh
dikembangkan, sehingga aspirasi masyarakat yangggshnya dapat
benar-benar dapat diterapkan dalam birokrasi p&madian sesuai
dengan yang diharapkan.

c. Bagi Penulis: penelitian ini merupakan sarana [a@Etan
kemampuan ilmiah penulis dari teori-teori yang hetiidapat dalam
aspek pemerintahan. Juga memberikan pemahaman jebihbagi
penulis tentang realitas birokrasi pemerintahan pagyelenggaraan
negara yang lebih baik.

1.5Sisitemetika Penulisan
Sisitemetika penulisan ini dimaksud agar suatu yhbghas dalam
penulisan ini dapat diketahui dan dimengerti segala dari masing-
masing bab. Secara garis besar penulisan ini didatim lima bab,
disusun sebagai berikut :

BAB | : pendahuluan, menjelaskan tentang penejelasab bab,

pendahuluan yang meliputi : latar belakang masakaig

menjelaskan tentang pentingnya penelitian yang padsan



BAB

bentuk pernyataan secara ringkas tentang apa ykag a
ditujukan sesuai dengan apa yang ditujusesuai denga
permasalahan dalam penelitian yang dilakukan, Korgr
penelitan sebagai bentuk pernyataan kemungkinan
sumbangan hasil penelitian, dan sisitematika peasgzah
yang berisi pemadatan isi dari masing-masing bailg w&kan
ditulis.

Tinjauan Pustaka, menjelaskan kerangka ritiso yang
didalamnya membahas landasan teori yang digunakiamd
pemecahan masalah berkaitan dengan judul atauytemgedi
angkat oleh peneliti. Sehingga mempunyai acuannudala
melakukan penelitian berkaitan dengan analisis rmedsi
administrasi dalam rangka peningkatan pelayananlikpub
pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Malang.

BAB Il : Metode penelitian, menjelaskan tentangtoa®logi penelitian

yang digunakan dalam penulisan ini mencakup metarg
terdiri dari, jenis pengumpulan data, instrumeengditian

dan analisis data dari penelitian.

BAB IV : Hasil Pembahasan, menguraikan tentang gaembumum yang

meliputi data fokus pembahasan yang diperoleh selam
penelitian. Penyajian data umum yang merupakan geanb

pada lokasi penelitian yang disususn menurut keaerl



BAB V:

penelitian serta penyajian data focus yang diskanalengan

focus penelitian kemudian pembahasan.

Merupakan Penutup, menyajikan kesimpulanarid
pembahasan yang ada secara keseluruhan diseaaissaan

yang diperlukan sehubungan dengan kesimpulan peasdah
dari penelitian yang telah dilakukan dilakukan d&s$a yang

ada dilapangan.



BAB Il

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Administrasi Publik

Menurut Zainun (2004, hal. 9-11), Administrasi lsaia dari istilah
administrationyang mengandung berbagai makna dan pengertian daria
yang paling sempit hingga pengetian luas, dan seyaudapat ditemukan
dalam suatu lingkungan tertentu yang disebut osgaini Organisasi ini pun
tentu merupakan organisasi yang bersifat lengkap ydag mengandung
seluruh unsur administrasi atau yang disebut jugmgan organisasi
administrasi atawadministrative organizationDalam arti sempit organisasi
bermakna urusan yang bersangkut paut dengan paketjdis menulis.
Sedangkan administrasi dalam arti luas yaitu spatanan yang ditampilkan
oleh pimpinan tingkat atas suatu organisasi, teratadalam hubungan
pimpinan tingkat atas itu dengan hal-hal dan pibiflek lain di luar anatomi
organisasi yang dipimpinnya.

Dalam kedudukan dan peranan tersebut, pimpinagkdinatas yang
tertinggi seringkali disebut administrator. Dalamedkdukan sebagai
administrator ini, pimpinan tertinggi memiliki kewangan untuk menetapkan
kebijaksanaan yang mengikat pihak lain di luar tubarganisasi yang
dipimpinnya, seperti yang dimiliki oleh seorangs$ten atau Kepala Negara.
Seorang administrator pada hakikatnya merupakannajma la seorang
manajer ketika memberikan perhatian utamanya tegfhadgala sesuatu yang

berhubungan dengan keadaan dan hal-hal intern dafzanisasinya.



Sedangkan pengertian administrasi publik menuragigh (1997, hal. 8),
yaitu bahwa administrasi publik secara singkat dsederhana dapat
didefinisikan sebagai:

“keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh selusiphratur pemerintah
dari suatu Negara dalam usaha mencapai tujuan &legar

Dari kedua pengertian administrasi publik di ataska dapat disimpulkan
bahwa administrasi publik merupakan suatu kegigtary dilaksanakan oleh
suatu organisasi atau pemerintah demi tercapirjyartunegara (organisasi).
Di lingkungan ilmu administrasi, teori administragifungsi sebagai:
1. Pedoman untuk bertindak;
2. Pedoman untuk mengumpulkan fakta;
3. Pedoman untuk memperoleh pengetahuan baru;
4. Pedoman untuk menjelaskan sifat-sifat admirsstfAauhar dan Indradi,
igez:z)r.laan atau fungsi teori administrasi yang bd@amagamnya itulah yang
yang menyebabkan beraneka ragamnya teori admgiistea bervariasinya
teori administrasi. Variasi ini muncul di sampingbab seperti telah
dipaparkan di atas, disebabkan pula oleh perbed&npencetusnya dan
perbedaan kondisi yagn dihadapi oleh administtassendiri (Zauhar, 1996,
hal. 59).

2.2 Administrasi Kependudukan

Administrasi kependudukan mengandung pengertiangsiursebagai

penjabaran dari pengertian administrasi dan kepirdn. Kependudukan

memberikan batasan lingkup administrasi dan menddenpada administrasi

sehingga dapat mewujudkan suatu pengertian adnaisigependudukan.



Kata administrasi sudah banyak dikenali baik datialiman ilmiah maupun
dalam pembicaraan sehari-hari. Kadministration dalam bahasa Inggris
berasal dari katad+ministrare dalam bahasa latin yang mempunyai aiti “
servé yang artinya memberikan jasa, pelayanan, bantmaslayani atau
mengabdi. Administrasi dalam praktek atau sebagaiusseni pada zaman
modern sekarang ini merupakan proses kegiatan parlg dikembangkan
secara terus-menerus agar administrasi sebagal saetna untuk mencapai

tujuan serta dapat memegang peranan yang diharapkan

Pengertian administrasi menurut Dwight dalam Syan(di983:14) adalah
tindakan rasional yang kooperatif. Selanjutnya yasighaksud dengan
tindakan rasional ialah tindakan yang diperhitumgkiengan cermat untuk
merealisir tujuan tertentu yang dikehendaki dengmngorbanan yang
minimum. Menurut Syamsiar (1983:15) administrasialad rangkaian
kegiatan usaha kerja sama manusia secara rasitaal edisien untuk
mencapai tujuan tertentu yang sudah ditetapkarar§g@n menurut Pfiffner
dalam Imam (2008:1) administrasi adalah pengorgardaa dan pengerahan
sumber-sumber manusia dan material untuk mencapaan-tujuan yang
diinginkan. Dari berbagai uraian di atas, maka tdanbil suatu kesimpulan
bahwa administrasi merupakan suatu usaha ataut&egiang dilakukan oleh
dua orang atau lebih yang didasarkan pada rasiasa@una mencapai tujuan

yang telah ditetapkan sebelumnya.

Selanjutnya kata kependudukan berasal dari katauoetk yang pada

umumnya adalah manusia. Jadi penduduk yang dimattalzin pengertian



tersebut adalah penduduk dalam keluarga, kecamk#dmpaten, propinsi,
penduduk Indonesia bahkan penduduk dunia. Menurdablg-Undang No.23
tahun 2006 pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa pé&meatiministrasi
kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataanpeéa@rtiban dalam
penertiban dokumen dan data kependudukan melahdafi@ran penduduk,
pencatatan sipil, pengelolaan informasi administieependudukan serta
pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik danbpngunan sektor

lain.

Dengan demikian administrasi penduduk atau yangabidiidentikan
dengan administrasi kependudukan merupakan suategmpencatatan data
penduduk pada buku administrasi penduduk di desake&iurahaan atau dinas
kependudukan dan catatan sipil yang meliputi péngisormulir dan KTP
serta kejadian-kejadian berupa kematian, kelahdtan mutasi penduduk.
Dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia N@. t&8hun 2007
administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiap@mataan dan
penertiban dalam penrbitan dokumen dan data kepekdn melalui
pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengeloilia@mnmasi administrasi
kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untaygomsin publik dan
pembangunan sektor lain. Hal-hal yang tercantumagagku administrasi
penduduk antara lain buku penduduk, buku pendudwkestara, buku
perubahan penduduk, buku perkembangan penduduk; kamu keluarga,

buku kartu tanda penduduk, dan buku jumlah penduduk



2.3 Pelayanan Administrasi Kependudukan

Sesuai dengan fungsi utama pemerintah daerah nteblndiang-
Undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan llaga&ni sebagai
pelayan masyarakat, menugaskan sebagian urusardakgmamerintahan
daerah dan/atau pemerintahan desa berdasarkatugaapembantuan. Maka
diperlukan kebijakan politik yang kuat bagi Bupati&u Walikota dan DPRD
untuk menjadikan Kecamatan sebagai pusat pelayamasyarakat.
Kecamatan berkewajiban untuk mengisi buku admasstpenduduk secara
teratur menurut tertib waktu. Penduduk berkewajihamiuk memberikan
keterangan secara lengkap dan benar yang dimiata ptugas Kecamatan

dalam rangka pengisian administrasi penduduk.

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan bertujuartuk:
Pertama, memberikan keabsahan identitas dan kaepdstkum atas dokumen
penduduk untuk setiap peristiwa kependudukan daistpea penting yang
dialami oleh penduduk; Kedua, memberikan perlindumgtatus hak sipil
penduduk; Ketiga, menyediakan data dan informagiekRdudukan secara
nasional mengenai pendaftaran penduduk dan peacatgiil pada berbagai
tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir, dan ainudiakses sehingga
menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangoada umumnya;
Keempat, mewujudkan tertib administrasi kependududecara nasional dan
terpadu; dan Kelima, menyediakan data penduduk gaergadi rujukan dasar
bagi sektor terkait dalam penyelenggaraan setiagaten pemerintahan,

pembangunan, dan kemasyarakatan.



Menurut Moenir (2001:88) dalam penyelenggaraan atnasi
kependudukan terdapat beberapa faktor yang berpgnggrhadap pelayanan.
Adapun faktor-faktor yang berpengaruh terhadap ksel@aan pelayanan

antara lain:

a. Faktor kesadaran

Adanya kesadaran dapat membawa seseorang kep#tidtakan dan
kesungguhan dalam menjalankan atau melaksanakatu stehendak.
Kehendak dalam lingkungan organisasi kerja tertudalgm bentuk tugas,
baik tertulis ataupun tidak tertulis, yang mengigamua orang dalam dalam
organisasi kerja. Karena itu dengan adanya kesadasada pegawai atau
petugas, diharapkan mereka melaksanakan tugas rdemgah keikhlasan,

kesungguhan dan kedisiplinan.

b. Faktor aturan

Dalam organisasi kerja aturan dibuat oleh manajessdragai pihak
yang berwenang mengatur segala sesuatu yang adagdnisasi kerja
tersebut. Oleh karena itu setiap aturan pada akhimenyangkut langsung
atau tidak langsung terhadap pegawai, maka masakafusia serta sifat
kemanusiaannya harus menjadi pertimbangan utant@mBangan utama

manusia sebagai subyek aturan ditujukan kepadaatglenting yaitu:

1) Kewenangan
2) Pengetahuan dan pengalaman

3) Kemampuan bahasa



4) Pemahaman oleh pelaksana
5) Disiplin dalam pelaksanaan (disiplin waktu danplisikerja)
c. Faktor organisasi
Organisasi pelayanan mempunyai tugas untuk mengieigdungsi
pelayanan baik dalam bentuk struktur maupun meksenga yang akan

berperan dalam mutu dan kelancaran pelayanan.

d. Faktor pendapatan
Pendapatan ialah seluruh penerimaan seseorangasefmdglan atas
tenaga dan atau pikiran yang telah dicurahkan uotakg lain atau badan

atau organisasi.

e. Faktor kemampuan-ketrampilan

Dengan kemampuan dan ketrampilan yang memadai maka
pelaksanaan tugas atau pekerjaan dapat dilakukagadebaik, cepat dan
memenuhi keinginan semua pihak, baik bagi organisasendiri maupun

bagi masyarakat.

f. Faktor sarana pelayanan

Sarana pelayanan yang dimaksud disini adalah sggakaperalatan,
perlengkapan kerja, dan fasilitas lain yang berfurggbagai fungsi sosial
dalam rangka kepentingan orang-orang yang sedarfguthengan dengan

organisasi kerja. Fungsi sarana pelayanan tersgitara lain:

1) Mempercepat proses pelaksanaan pekerjaan, sehitaggd menghemat

waktu.



2) Meningkatkan produktivitas, baik barang atau jasa.

3) Kualitas produk yang lebih baik/terjamin.

4) Ketepatan susunan dan stabilitas ukuran terjamin.

5) Lebih mudah/sederhana dalam gerak para pelakunya.

6) Menimbulkan rasa kenyaman bagi orang-orang yarkepentingan.

7) Menimbulkan perasaan puas pada orang-orang Yyankgepsmtingan

sehingga dapat mengurangi sifat emosional mereka.

Sarana pelayanan yang dimaksud meliputi sarana Kgegralatan
kerja, perlengkapan kerja dan perlengkapan banaw dasilitas) yang
digunakan oleh pegawai dan fasilitas pelayananili{éss ruangan, telepon
umum dan alat panggil). Dengan mengetahui faktkiefayang berpengaruh
dalam pelaksanaan pelayanan administrasi pendutibrapkan terwujud
pelaksanaan pelayanan yang baik, berupa pelayaseam maupun tulisan
atau pelayanan dalam bentuk gerakan atau tindaksngad atau tanpa
peralatan.

2.4 Pelayanan Publik

Pelayanan yang diberikan Dinas Kependudukan danaf&an Sipil
Kota Malang tergolong dalam jenis pelayanan pubflklayanan menurut
Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah :

1. perihal atau cara melayani
2. servis, jasa

3. kemudahan yang diberikan sehubungan dengabglidlarang atau jasa



Di sisi lain, Moenir (2000:26-27) berpendapat bahpelayanan
adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorangsatelompok orang dengan
landasan faktor material melalui sistem, prosedur ohetode tertentu dalam
rangka usaha memenuhi kepentingan orang lain sedemgan haknya.
Pendapat lain menyebutkan bahwa pelayanan adatdh parbuatandged,
suatu kinerjagerformancg atau suatu usaheffort), jadi menunjukkan secara
inheren pentingnya penerima jasa pelayanan terBbaara aktif di dalam
produksi atau penyampaian proses pelayanan iturs@narella, 1997:18).

Kata pelayanan itu sendiri merupakan terjemahan isi@ah asing,
yaitu service Thoha (1989:78) menyatakan bahwa pelayanan nwstar
merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh seseatangkelompok orang
maupun suatu instansi tertentu untuk memberikariubandan kemudahan

pada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan tiertari pengertian di

atas terlihat bahwserviceatau pelayanan merupakan jasa yang diberikan oleh

orang perorangan organisasi swasta maupun ingtemsrintah.
Suatu pelayanan akan dapat terlaksana dengan aaiknémuaskan
apabila didukung oleh beberapa faktor :
1. kesadaran para pejabat pimpinan dan pelaksana
2. adanya aturan yang memadai
3. organisasi dengan mekanisme sistem yang dinamis
4. pendapatan pegawai yang cukup untuk memenuhi Kedtthidup
minimum

5. kemampuan dan keterampilan yang sesuai dengan/gagagaan yang



dipertanggungjawabkan

6. tersedianya sarana pelayanan sesuai dengan jenis lmntuk
tugas/pekerjaan pelayanan (Moenir, 2000:123-124).

Dari pengertian di atas tersirat bahwa suatu pekygpada dasarnya
melibatkan dua pihak yang saling berhubungan yaianisasi pemberi
pelayanan di satu pihak dan masyarakat sebagaripenpelayanan di pihak
lainnya. Jika organisasi mampu memberikan pelayayaarg optimal dan
memenuhi tuntutan dari masyarakat, maka dapatak&atorganisasi tersebut
telah mampu memberikan pelayanan yang memuaskannpasiarakat.

Publik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adakaig banyak
(umum). Sedangkan menurut Ensiklopedi Administaaisilah sejumlah orang
(yang tidak mesti berada dalam satu tempat) yapgrstitukan oleh faktor
kepentingan yang sama, yang berbeda dengan kelongpakg lain.
Penggolongan publik dapat dilakukan dalam :

1. Publik intern, yakni publik di dalam lingkungan swainstansi atau
perusahaan, misal dalam suatu perusahaan mulaipdajaga malam
sampai dengan presiden direkturnya, adalah merapadialik intern dari
perusahaan tersebut.

2. Publik ekstern, yakni publik di luar organisasistamsi atau perusahaan
yang mempunyai kepentingan dengan instansi ataisgieaan tadi.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pelaggrublik adalah
suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang atamjgeloorang atau instansi

tertentu untuk memberikan bantuan dan kemudahaadkemasyarakat atau



kelompok yang dilayani dalam rangka mencapai tujeaientu. Pelayanan ini
diberikan kepada seluruh masyarakat atau yang kernhandapatkan
pelayanan tanpa terkecuali dengan tidak membedakéin dengan yang
lainnya

2.5 Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan oleh

penyelenggaraan pelayanan publik yaitu penyeleaggaNegara/pemerintah,
penyelenggaraan perekonomian dan pembangunan, dentidependen yang
dibentuk oleh pemerintah, badan usaha/badan hokang ypekerjasama
dan/atau dikontrak untuk melaksanakan sebagiars tdga fungsi pelayanan
publik. Dan masyarakat umum atau swasta yang neataksan sebagai tugas
dan fungsi pelayanan public yang tidak mampu daaidikelola oleh
pemerintah/pemerintah daerah.

Terdapat 3 unsur penting dalam pelayanan publikiuyansure
pertama, adalah organissasi pembeli (penyelenggasdfyanan yaitu
Pemerintah Daerah, unsure kedua, adalah peneritaganan (pelanggan)
yaitu orang atau masyarakat atau organisasi yarigentingan, dan unsure
ketiga, adalah kepuasasn yang diberikan dan/atewinda oleh penerima
layanan (pelanggan). Unsure pertama menunjuk badwapntah daerah
memiliki posisi kuat sebagai (regulator) dan sebgmamegang monopoli
layanan, dan menjadikan Pemda beesikap statis dakxmberikan layanan,
karena layanannya memeng dibutuhkan atau diperludah orang atau

masyarakat atau organisasi yang berkepentingansi Rgnda inilah yang



menjadi salh satu factor penyebab buruknya pelayaoalic yang dilakukan
pemerintah daerah, karena akan sulit untuk memélatara kepentingan
menjalankan fungsi regulator dan melaksanakanfunggningkatkan
pelayanan.

Unsur kedua, adalah orang, masyarakat atau organigang
berkepentingan atau melakukan layanan (penerimendm), pada dasarnya
tidak memiliki daya tawar atau tidak dalam posang setara untuk menerima
pelayanan, sehingga tidak memiliki akses untuk rapatkan pelayanan yang
baik. Posisi inilah yang mendorong terjadinya koikasi dua arah untuk
melakukan KKN dan memperburuk citra palayanan daswatbaaahnya
pungli(pungutan liar), dan ironosnya dianggap safirenguntungkan.

Unsur ketiga, adalah keputusan pelanggan menergteay/gnan,
unsure kepuasan pelanggan menjadi perhatian peggele pelayanan
(perintah), untuk menetapkan arah kebijakanpelayarmmblik yang
berorientasi untuk memuaskan pelanggan, dan dis@kukelalui upaya
perbaikan dan meningkatkan kinerja manajemen petaéan daerah.
Paradigm kebijakan public di era otonomi daerahgyaerorientasi pada
kepuasan pelanggan, memberikan arah terjadinysb@leanatau pergeseran
paradigm penyelenggaraan pemerintahan, dari pamadige government
bergeser menjadi paradigm good governance.

Dengan demikian, pemerintah daerah dalam menjatanka
monopoli pelayanan publik, sebagai regulator/pembparaturan (rule

government/peraturan pemerintah) harus mengubadh gkér dan kerjanya



dan disesuaikan dengan tujuan pemberian otonomaldagaitu memberikan
dan meningkatkan pelayanan yang memuaskan masyardiatuk
terwujudnya good governance dalam menjalankan pelayanan publik,
pemerintah daerah juga harus memberikan kesempetsukepada warga dan
masyarakat, untuk mendapatkan akses palayanarkpbéidasarkan prinsip-
prinsip kesetaraan, transparasi, akuntabilitas, #eadilan. Peningkatan
pelayanan kepada masyarakat seperti yang terdapat ggendaeinventing
government adalah pengembangan organisasi yang bermuara pada
terwujudnyaa maller, better, faster, and cheaper governmgremerinath
yang lebih kecil, lebih baik, lebih cepat, dan pantah yang lebih murah).

Agenda reinventing government bertumpu pada prirggtumer
driven government (pemerintah berorientasi padanggan). Instrument dari
prinsip ini adalah pembalikan mental model padaklvat dari keadaan yang
lebih suka dilayani menuju pada lebih suka melaydaradigm lama
menempatkan pemimpin birokrasi berada pada piraned@nggi dengan
warga Negara (costumer) berada pada posisi terba®edialiknya paradigm
baru menempatkan warga Negara (costumer) berada pasisi puncak
dengan pemimpin birokrasi berada pada pasisi palavegah (Osborne, 1992 ;
Hardjosoekarto, 1997).

2.6 Prinsip Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Ada sepuluh pelayanan umum yang diatur dalam KepatiMenteri

Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 63/KHEAMNI7/2003

Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanank,Pkésepuluh



prinsip tersebut adalah sebagai berikut;
a. Kesederhanaan;
Prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, miuddipahami,
dan mudah dilaksanakan;
b. Kejelasan;

1) Persyaratan teknis administrafit palayanan public;

2) Unit kerja/pejabat yang berwenang dan bertangguawal
dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian
keluhan/persoalan/sengketa dalam pelaksanaan palaya
publik;

3) Rincian pelayanan pelayanan publik dan tata cargbpgaran.

c. Kepastian waktu;
Pelaksanan pelayanan publik dapat diselesaikam #alan waktu
yang telah ditentukan.

d. Akurasi;
Produk pelayanan publik diterima dengan benar @ga sah.

e. Keamanan;
Proses dan produk pelayanan publik memberikan aasan dan
kepastian hukum.

f. Tanggung jawab;
Pimpinan penyelenggaraan pelayanan publik ataubgigayang

ditunjuk bertanggung jawab atas penyelenggaraasyaahn dan



penyelesaian keluhan/persoalan dalam melaksanaktyapan
publik
g. Kelengkapan sarana dan prasarana kerja;
Peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadaiasuk
penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan rnmdtka
(teletematika).
h. Kemudahan akses;
Tempat dan lokasi sarana prasarana pelayanan yamgadai,
mudah dijangkau oleh masyarakat dan dapat meméafaat
teknologi telekomunikasi dan informasi.
i. Kedisiplinan, Kesopanan dan Keramahan;
Pemberi pelayanan harus bersikap disiplin, sopam skntun,
ramah, serta memberikan pelayanan dengan ikhlas.
j.  Kenyamanan;
Lingkunagn pelayanan harus tertib, teratur, dideiaruang
tunggu yang nyaman,bersih, rapih, lingkungan yamdah dan
sehat, serta dilengkapi dengan fasilitas pendukpatayanan,
seperti parker, toilet, tempat ibadah dan lainnya
Untuk merealisasikan kesepuluh prinsip pelayanaonmirtersebut
tidak mudah, karena terkait dengan kompleknya genggaraan
pelayanan umum, banyak factor yang mempengaruligpaimn kinerja
pelayanan yang optimal. Factor-faktor yang mempengakinerja

pelayanan umum mencakup; aparatur pemerintah Sepaggelenggara



(kualitas SDM); masyarakat atau pelanggan sebagaigguna atau
penerima layanan umum; peraturan perundang-undanggdanisme dan
prosedur penyelenggaraan pelayanan umum; sarasargma pendukung
penyelenggaraan pelayanan; kelembagaan dan surabdarman untuk
kegiatan operasional pelayanan umum, dan yang goatwenentukan
adalah komitmen top pimpinan daerah.

Upaya meningkatkan kinerja pelayanan umum akan apsaikan
hambatan, manakala kita tidak memahami masalahtamegang ada pada
masing-masing factor yang mempengaruhi tersebwh darena itu
diperlukan kemampuan untuk memadukan dan mengadié@n masing-
masing faktor tersebut.

2.7 Standar Pelayanan Publik

Setiap Penyelenggaraan pelayanan publik harus ikerstndar
pelayanan, sebagai jaminan adanya kepastian bagibgre didalam
pelaksanaan tugas dan fungsinya dan bagi penegtaggnan dalam proses
pengajuan permohonannya. Standar pelayanan merupakaran yang
dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publtizgse pedoman yang
wajib ditaati dan dilaksanakan oleh penyelenggaiayanan, dan menjadi
pedoman bagi penerima pelayanan dalam proses pangagrmohonan, serta
sebagai alat kontrol masyarakat dan/atau peneremyanén atas kinerja
penyelenggara pelayanan. Oleh karena itu perlusdisudan ditetapkan
standar pelayanan sesuai dengan sifat, jenis daaktkastik layanan yang

diselenggarakan serta memperhatikan lingkunganardgroses perumusan



dan penyusunannya melibatkan masyarakat dan/st@keholderlainnya
(termasuk aparat birokrasi) untuk mendapatkan sal@m masukan dan
membangun kepedulian dan komitmen.
Standar Pelayanan Publik menurut Keputusan MeR#&N Nomor :

63/KEP/M.PAN/7/2003, sekurang-kurangnya meliputi:

a. Prosedur pelayanan;

b. Waktu Penyelesaian;

c. Biaya Pelayanan;

d. Produk Pelayanan;

e. Sarana dan Prasarana;

f. Kompetensi petugas pelayanan

Selanjutnya untuk melengkapi standar pelayanarelatsdiatas,

ditambahkan materi muatan yang dikutip dari Ranaangndang-Undang
tentang Pelayanan Publik yang cukup realistis untekjadi materi muatan
Standar Pelayanan Publik, sehingga susunannya dnegjaagai berikut;
1) Dasar Hukum
2) Persyaratan;
3) Prosedur pelayanan;
4) Waktu Penyelesaian;
5) Biaya Pelayanan;
6) Produk Pelayanan;
7) Sarana dan Prasarana;

8) Kompetensi petugas pelayanan;



9) Pengawasan intern;
10)Pengawasan extern;
11)Penanganan Pengaduan, saran dan masukan;
12)Jaminan pelayanan

Tambahan materi muatan standar pelayanan publdeliat diatas
dimaksudkan untuk melengkapi, dasar pertimbangantyleup realiistis
karena memasukan materi muatan dasar hukum merabémpastian adanya
jaminan hukum/legalitas bagi standar pelayananeleits Disamping itu,
persyaratan, pengawasan, penanganan pengaduamndaar] pelayanan bagi
pelanggan perlu dijadikan materi muatan standaraypelan publik.
Penyusunan standar pelayanan publik, harus memmiamigkan aspek
kemampuan, kelembagaan dan aparat penyelenggarayapah, dan
karakteristik sosial budaya masyarakat setempanhg@® harapan, agar
standar pelayanan publik yang ditetapkan dapakgiildakan dengan baik,
terutama oleh para pelaksana operasional pelayam@eny berhadapan
langsung dengan masyarakat, dimengeti dan diterin@eh
masyarakastakeholder

2.8 Indikator Pelayanan Publik
Terdapat 5 (lima) determinan kualitas pelayanardipyang dapat
dirinci sebagai berikut (Parasuraman, ZeithamiBerry, 1988: 112):
a. Keandalan (realibility), yaitu kemampuan untuk rkeknakan

pelayanan yang dijanjikan dengan tepat dan terparca



. Ketanggapan (responsiveness), yaitu kemampuan oamakbantu
pelanggan dan memberikan pelayanan dengan samgst ce

. Keyakinan (confidence), yaitu pengetahuan dan |lasmp
pegawai serta kemampuan mereka untuk menimbulkan
kepercayaan dan keyakinan atau “assurance”.

. Empaati (emphaty), yaitu syarat untuk peduli, memyerhatian
pribadi bagi pelanggan.

. Berwujud (taanggible), yaitu penampilan fasilitésikf peralatan,
personel, dan media komunikasi.

Menurut LAN (2003), kriteria-kriteria pelayanan gebut antara
lain:

. Kesederhanaan, vyaitu bahwa tata cara pelayanant dapa
diselenggarakan secara mudah, lancer, cepat, bdabelit-belit,
mudah dipahami dan dilaksanakan oleh pelanggan.

. Reliabilitas, meliputi konsistensi dari kinerja yantetap
dipertahankan dan menjaga saling ketergantungamnsapélanggan
dengan pihak penyedia pelayanan, seperti menjag&ukaan
perhitungan keuangan, teliti dalam pencatatan dta tepat
waktu.

. Tanggung jawab dari petugas pelayanan, yang mefyeldyanan
sesuai sesuai urutan waktunya, menghubungi pelarsgggepatnya

apabiola terjadi sesuatu yang perlu segera dibektn.



d. Kecakapan para petugas pelayanan, yaitu para pepajayanan
menguasai keterampilan dan pengetahuan yang dkarnuh

e. Pendekatan kepada pelanggan dan kemudahan kontaiggen
dengan petugas. Petugas pelayanan harus mudahudgiuteh
pelanggan, tidak hanya dengan pertemuan secarsulaggtetapi
juga melalui telepon atau internet. Oleh karena libkasi dan
fasilitas dan operasi pelayanan juga harus dip&drat

f. Keramahan, meliputi kiesabaran, perhatian dan pabsdan dalam
kontak antara petugas pelayanan dan pelangganmidbeahanya
perlu jika pelanggan termasuk dalam konsumen kaonkre
Sebaliknya, pihak penyedia layanan tidak perlu mepiaan
keramahan yang berlebihan jika layanan yang dikeniatidak
dikonsumsi para pelanggan melalui kontak langsung.

g. Keterbukaan, yaitu bahwa pelanggan bias mengetabgala
informasi yang mereka butuhkan secara mudah darblgan
meliputi informasi mengenai tata cara, persyaratargktu
penyelesaian, biaya dan lain-lain

2.9 Faktor Pendukung dan Penghambat Pelayanan Pukl

Pelayanan kepada masyarakat akan terlaldamgan baik dan memuaskan
apabila didukung oleh beberapa faktor yang berpetiaalamnya. Menurut
Moenir (2000:124) ada enam faktor yang berpengagalem mendukung
keberhasilan pelayanan, yaitu :

1. Kesadaran para pejabat pimpinan dan pelaksana



2. Aturan yang memadai

3. Organisasi dengan mekanisme sistem yang dinamis

4. Pendapatan pegawai yang cukup memenuhi kebututap minimum

5. Kemampuan dan keterampilan yang sesuai dengan atgaspekerjaan yang
dipertanggungjawabkan

6. Dan tersedianya sarana pelayanan yang sesuai dgmgsmlan bentuk tugas

pekerjaan pelayanan.

Faktor kesadaran merupakan faktor kunci deeiima faktor lainnya.
Kesadaran akan menjadi sumber kesungguhan, tangguaig dan disiplin yang
tinggi dalam melaksanakan tugas. Dan tugas ini atateykait dengan aturan
dalam organisasi yang mutlak keberadaannya aganisasi dan pekerjaan dapat
berjalan dengan teratur dan terarah. Organisasabefistem juga merupakan alat
untuk dapat mendorong peningkatan kualitas pelayaAgar sistem dalam
organisasi dapat berfungsi dengan baik, maka @e&téupembagian kerja dalam
organnya maupun tugas pekerjaannya sampai padgagegan yang paling kecil.
Dan tujuan setiap organ dari masing-masing orgeselteit dalam melaksanakan
pekerjaannya adalah agar memperoleh imbalan untaknenuhi kebutuhan
hidup. Pendapatan pegawai merupakn faktor pendukyagg dapat
meningkatkan motivasi pelaksanaan pelayanan. Patatagang kurang memadai
dapat menyebabkan pegawai mencari tambahan pelaghadengan cara
merugikan orang lain, misalnya dengan melakukamipun

Faktor yang kelima adalah kemampuan dandeiglan para pegawai dalam

melaksanakan fungsi pelayanan, sehingga tepatetsat mengenai sasaran. Dan



sarana untuk melaksanakan pekerjaan yang merugaktor terakhir menjadi

pendukung dalam pelayanan karena tanpa saranalatehantu tersebut pegawai

akan kesulitan menyelesaikan tugasnya.

Faktor-faktor tersebut merupakan faktor nmé yang dapat mendukung
pelayanan. Namun terdapat juga faktor eksternaj yidak kalah penting, apalagi
bagi organisasi yang berhubungan dengan pemberelaygnan kepada
masyarakat. Keberhasilan pelayanan juga ditentukah masyarakat sebagai
subjek, pengkonsumsian produk jasa layanan, yandiputie kesiapan
masyarakat, pengetahuan masyarakat terhadap keglatabudaya yang kritis
terhadap kinerja aparatur dalam memberikan pelayfmga sangat mendukung
keberhasilan pelayanan.

Faktor-faktor pendukung layanan yang dikeakak tersebut dapat diketahui
bahwa kurangnya kondisi-kondisi yang mendukungyaelan akan menghambat
kegiatan pelayanan, baik dari sisi internal maugksternal organisasi. Selain itu
juga menurut Sofyan Effendi terkait dengan bebetzgdaantara lain (Suryono,
2001:55) :

1. Adanya konteks monopolitik, dalam hal ini karendaki adanya kompetisi
dari penyelenggara pelayanan publik non pemerinidék adanya dorongan
yang kuat untuk meningkatkan jumlah, kualitas mauppemerataan
pelayanan tersebut oleh pemerintah

2. Adanya tekanan dari lingkungan dimana faktor linghkan sangat
mempengaruhi  kinerja organisasi pelayanan dalannkdeksi dan

interaksinya antara lingkungan dan organisasi gubli



3. Budaya patrimorial, dimana organisasi penyelenggeiayanan publik di
Indonesia masih terikat tradisi-tradisi politik damdaya masyarakat setempat
yang seringkali tidak kondusif dan melanggar peeatiperaturan yang telah

ditentukan.

2.10 Kerangka Konseptual

Dalam suatu organisasi manapun manusia sebagaatrgiang
menjadi pendiri, pemilik dan pemegang kedaulatagaree Untuk memenuhi
aspirasi dan kebutuhannya diperlukan pemerintahemy yesponsif dan
aspiratif, pemerintahan tersebut bertanggung jave@tam memenuhi
kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Tuntutan damtkledn masyarakat
tersebut antara lain berupa layanan publik, jamikeamanan, jaminan
kesejahteraan, jaminan keadilan, dan sebagainyaerffgah yang responsif
dan aspiratif dapat diwujudkan dengan cara menikgkakualitas layanan.
Pelayanan kepada masyarakat merupakan fungsi ygamarintah. Hal ini
sebagaimana Rasyid (1996 : 48), menyatakan bahwiigas pokok
pemerintah adalah pelayanéservice),pemberdayaafempowerment)dan
pembangunafdevelopment)”.

Dengan demikian layanan publik dalam proses layayang
dilakukan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhmsyarakat diluar
urusan militer dan ibadah. Pemerintah adalah lemlyagng memproduksi,
mendistribusikan atau memberikan alat pemenuhantikan rakyat yang
berupa layanan publik. Secara eksplisit dapat akeat bahwa pemberian

layanan civil merupakan jenis pelayanan yang dirpohialeh pemerintah.



Hal ini dapat dipahami mengingat pelayanan publécupakan bagian dari
fungsi pemerintah yang memberikan pelayanan kepedyarakat.

Kualitas layanan publik dapat diartikan sebagaiateyn yang
diberikan oleh pemerintah berupa barang, jasa dganhn public, yang
mana pemerintah berkewajiban untuk menyediakansgauai, tuntutan,
keinginan, kebutuhan, harapan, situasi dan kondeyarakat yang dapat
menciptakan kepuasan masyarakat yang dapat diulelalun dimensi
kecepatan, ketepatan, kemudahan, dan keadilamyArtbila layanan yang
diterima atau dirasakan masyarakat dari aparat asedengan yang
diharapkan, maka kualitas layanan yang diterimardgpsikan baik dan
memuaskan, sebaliknya bila layanan yang diterinaa atirasakan oleh
masyarakat dari aparat lebih rendah dari yang dgkan, maka kualitas
layanan dipersepsikan buruk. Profesionalisme bagikgpemerintahan adalah
hal-hal yang berkaitan dengan kepandaian khusug unénjalankan sistem
yang menjalankan sistem pemerintahan dan pembanguna

Berdasarkan pendapat tersebut, maka indikator yakgn
digunakan untuk mengetahui profesionalisme birolpasierintahan sebagai
hal-hal yang berkaitan dengan kepandaian khususk unénjalankan sistem
yang menjalankan sistem pemerintahan dan pembangui@dasarkan
kepada: pengetahuan, aplikasi kecakapan, tanggumgabj sosial,
pengendalian diri, sanksi masyarakat atau sosiatddsarkan pendapat
tersebut, penulis menyimpulkan bahwa profesionaigemerintahan adalah

hal-hal yang berkaitan dengan kepandaian khususk unénjalankan sistem



yang menjalankan sistem pemerintahan dan pembanguAadapun
pengertian pelayanan menurut Luthan adalah “sebsuggiu proses yang
menunjukan kepada segala usaha yang dilakukan sd&th satu pihak
kepada pihak lain dalam rangka pencapaian tujuatente” (Moenir,
1995:17).

Dari uraian yang dikemukakan itu, menunjukkan balovang-
orang yang mempunyai motivasi akan membantu unéricgpaian tujuan
organisasi. Hal ini karena orang yang termotivasimitiki kinerja yang
tinggi dalam bekerja. Dengan demikian, kerangka ikieam yang
dikonstruksi melalui elaborasi pendapat beberapiadalatas menunjukkan
keterkaitan motivasi kerja aparat terhadap kualéganan civil sebagaimana
salah satu tujuan organisasi birokrasi. Keterkaitdandapat digambarkan
secara sederhana melalui kerangka pemikiran tetrpelda gambar :

Gambar 1

Kerangka Pemikiran

« Kesederhanaan
« Kejelasan
e Kepastian

e Akurasi

+ Keamanan
Reformasi —r . Tanggungjawab
Administrasi e Sarana Prasarana

* Kemudahan akses
e Sikap Petugas
¢ Kenyamanan




BAB Il

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian yang dimadsud untuk mengetahuausejmana
Reformasi Administrasi dalam memberikan pelayanapakla masyarakat.
Penulis menggunakan metode penelitian deskriptiituyasuatu usaha
penelitian yang memberikan gambaran secara jelassidéematis mengenai
data dan faktor yang ada dilapangan.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif katdft karena
peneliti berencana melakukan pengamatan terhadap $irokrasi secara
umum. Metode deskriptif dianggap paling sesuai kipenelitian ini dengan
pendekatan kualitatif sebagaimana dikemukakan Mizialam buku Metode
Penelitian (2005:54) yang menyatakan bahwa peagedeskriptif adalah
suatu metode dengan meneliti sekelompok manuséty sabjek, suatu hal
kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kpkrsstiwa pada masa
sekarang. Dengan demikian dapat disimpulkan bahvwetode deskriptif
adalah suatu bentuk menerangkan hasil penelitiag parsifat memaparkan
sejelas-jelasnya tentang apa yang diperoleh dnigga dengan cara peneliti
melukiskan, memaparkan dan menyusun suatu keadzearas sistematis
sesuai dengan teori yang ada untuk menarik kesanpualam upaya

pemecahan masalah.



3.2

Fokus Penelitian
Menurut Moleong (2000:62) bahwa penentuan fokususpanelitian
memiliki dua tujuan. Pertama, penetapan fokus mémsbatudi yang berarti
bahwa dengan adanya fokus, penentuan tempat geniteenjadi lebih layak.

Kedua, penentuan fokus secara efektif menetapkieri&rinklusi eksklusi

untuk menyaring informasi yang masuk, maka dalamejggan ini masalah

pokok yang menjadi fokus penelitiannya adalah:
a) Bagaimana Penyelenggaraan Administrasi Kependudylaa Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang dale@mgka
meningkatkan pelayanan publik yaitu
1. Kesederhanaan Prosedur pelayanan tidak berbaéilit-beiudah
dipahami, dan mudah dilaksanakan;

2. Kejelasan Persyaratan teknis administratif, Unitjadpejabat yang
berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikapgran

3. Tanggung jawab petugas;

4. Kedisiplinan, Kesopanan dan Keramahan petugas;

5. Kenyamanan Lingkungan tempat pelayanan

6. Akurasi

7. Kecepatan

8. Ketepatan

9. Sopan santun dan ramah tamah



b) Faktor penghambat dan pendukung Penyelenggaraan inisthasi
Kependudukan dalam Rangka Meningkatkan KualitdayBean Publik
pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Katarg:

1) Faktor penghambat Reformasi Administrasi rangka ingiatkan
pelayanan publik
2) Faktor pendukung Reformasi Administrasi rangka mghkeatkan
pelayanan publik
3.3Sumber Data
Yang dimadsud sumber data yaitu orang atau kelongpakg yang
diharapkan dapat memberikan data atau informasg ydiperlukan dalam
penelitian-penelitian nantinya. Menurut Arikuntaynsber data adalah subjek
dari mana data diperoleh, jadi sumber data ituedd@iformasi.

1. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari smsiimber,
pihak-pihak yang menjadi objek penelitian ini aatdain data yang di
dapat langsung dari lapangan yaitu Dinas Kependudualan Pencatatan
Sipil Kota Malang antara lain Kepala Dinas Kependwh dan
Pencatatan Sipil Kota Malang, Kepala Bidang dapake sub bagian
pada bidang kependudukan di Dinas KependudukarPdanatatan Sipil
Kota Malang, Kepala Bidang Kependudukan Dinas Kdpdokan dan
Pencatatan Sipil Kota Malang, Kepala Sub Bagian kntbekretariat

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malsiagyarakat yang



menggunakan pelayanan, Pihak-pihak yang dapatikijadnforman dan
ada relevansinya dengan penelitian
2. Data Sekunder
Data ini diperoleh dari arsip-arsip atau dokumekethoen yang
ada terutama berkenaan dengan arsip-arsip lapbuim-buku, literatur,
majalah, internet, dan lain-lain yang menunjangapuh data pelengkap
dalam penelitian ini adalah :
1) Data yang bersifat umum tentang profil Dinas Kepehutkan
dan Pencatatan Sipil Kota Malang
2) Data yang diperoleh media cetak, internet,danl&im-
3) Arsip atau dokumen yang berkaitan dengan pelayanan
3.4Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dinaksupaya
peneliti bisa memperoleh data yang relevan, akutah realebel. Adapun
pengumpulan data dalam penelitian ini adalah seegeut:
1. Observasi
Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengamgamati
objek penelitian secara langsung dan meninjau id&kasi yang menjadi
objek penelitian serta mencatat hal-hal yang adsumgannya dengan
bahan penelitian.
Sehubungan dengan teknik observasi ini maka Satrisiadi
mengemukakan bahwa “sebagai mode ilmiah, obsedvaisikan sebagai

pengamatan dan pencatatan dengan sistematis tprhi@®@mena-



fenomena yang diselidiki”

. Wawancara

Wawancara merupakan suatu cara untuk memperolehdagigan
mengadakan wawancara langsung kepada responden bgamgnang
dalam memberikan jawaban atau informasi yang bleeaar relevan,
yang dapat menjadi data yang mendukung selurulabalriyang diteliti,
yaitu dimana dalam wawancara ini dilakukan dengguah agar dapat
mengetahui kualitas layanan publik dari segi wawsmdtentang kegiatan
dan pelayanan kepada masyarakat dalam memberikarapan.

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ashlah
wawancara terstruktur yang diungkapkn oleh Lexi Moleong.
Wawancara terstruktur adalah wawancara yang pewearamya
menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaay diajukan.
Peneliti yang menggunaan jenis wawancara ini hetumencari jawaban
terhadap hipotesis kerja. Untuk pertanyaan-peramy@disusun dengan
rapi dan ketat.

Format wawancara yang digunakan bisa bermacam-matam
format itu dinamakan dengan protokol wawancaratdRm wawancara
dapat juga berbentuk terbuka. Pertanyaan-pertany@an disusun
sebelumnya dan didasarkan atas masalah dalam gamcgrenelitian.
Pokok-pokok yang dijadikan dasar pertanyaan diaecara sangat
terstruktur. Keuntungan wawancara ini ialah jarangenggunakan

pendalaman pertanyaan yang dapat mengarahkan tenvam agar



jangan sampai berdusta.

Berikut ini peneliti melakukan Wawancara dengan ebepa
informan antara lain Bapak Drs. Rahman Nurmala, Mklaku Kepala
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Maldiong Martha
MRL. Tobing, SH, MM, selaku Sekretaris Dinas Kepetukan dan
Pencatatan Sipil Kota Malang, Bapak Drh. Yudi Brditid selaku Kepala
Bidang Kependudukan Dinas Kependudukan dan Peaoag&ipil Kota
Malang, Bapak Suyono, SH selaku Kepala Sub Bagianrd Sekretariat
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mal&agpak Wahyu
Hidayat, Bapak Mochammad Thoha, Bapak Bobby Antligelaku Staff
pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotdarld dan
masyarakat yang sedang melakukan pembuatan KTRi yBépak
Mulyadi, Bapak Prasetyo,Sodari Wiwik dan Sodaritikar

3. Dokumentasi

Teknik ini dilaksanakan dengan melaksanakan petacatarhadap
dokumen-dokumen, dengan tujuan untuk mendapatkaanblaahan yang
menunjang secara teoritis terhadap topik penelitidal itu dilakukan
untuk menunjang penelitian dalam proses analiges dahingga apa yang
diteliti mempunyai dasar teoritis. Dokumen yangltebdidapatkan oleh
peneliti dalam penelitian ini berupa data-data umoibjek penelitian,
dokumentasi dari Dinas Kependudukan dan Catatahklifa Malang

3.5Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian yang digunakan oleh peneliti adalDinas



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang.M3lyjen Sungkono
Malang, Jawa Timur, Indonesia.
3.6Instrumen Penelitian
Instrumen penelitian ini yang digunakan sebagai péngumpulan
data adalah:

1. Peneliti sendiri, yaitu dengan menggunakan alatcgamdra untuk
melakukan pengamatan dan pencatatan terhadap feadem®omena
yang terjadi di lokasi penelitian yang kaitannyagin objek penelitian.

2. Pedoman wawancara, yaitu daftar pertanyaan seagsiglgsar mengenai
pokok permasalahan yang diteliti.

3.7 Teknik Analisa Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukemulai sejak awal
sampai sepanjang proses penelitian berlangsung.eliffem kualitatif
menggunakan analisis data secara Induktif, dengherbpa alasan. Pertama,
proses induktif lebih dapat menemukan kenyataaydt@aan ganda sebagai
yang terdapat dalam data; kedua, analisis induktiih dapat membuat
hubungan peneliti-responden menjadi eksplisit, tidgenal dan akuntabel;
ketiga, analisis demikian lebih dapat menguraikatarl secara penuh dan
dapat membuat keputusan-keputusan tentang dapaknyia pengalihan
kepada suatu latar lainnya; keempat, analisis itiidigbin dapat menemukan
pengaruh bersama yang mempertajam hubungan-hulumigan terakhir,
analisis demikian dapat memperhitungkan nilai-nslacara eksplisit sebagai

bagian dari struktur analitik.



Selain analisis data di atas, Miles dan Huberm®&9Z115-20) juga

menggunakannya dalam penelitian kualitatif yangedibama Analisis Model

Interaktif, dengan tiga prosedur, yaitu:

1)

2)

Reduksi data

Reduksi data dimaksudkan sebagai proses pemilppamusatan
perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dasfotrmasi data
“kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulisyangan.

Reduksi data atau proses transformasi ini berlamjuts sesudah
penelitian lapangan, sampai laporan akhir secagkégp tersusun.
Penyajian Data

Penyajian data atau display data dimaksudkan sebekampulan
informasi tersusun yang memberikan kemungkinan yadamenarikan
kesimpulan dan pengambilan tindakan.

Dengan melihat penyajian-penyajian data dapat dipalapa yang
sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan. Hadilakukan untuk
memudahkan bagi peneliti melihat gambaran secaselk®&han atau
bagian-bagian tertentu dari data penelitian, se@ndari data tersebut
dapat ditarik kesimpulan.

Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan dengzara
menggunakan tabel, bagachérf) dan kumpulan kalimat. Semuanya
dirancang guna menggabungkan informasi yang temsaslam suatu
bentuk yang padu dan mudah diraih, dengan demigemeliti dapat

melihat apa yang terjadi dan menarik kesimpulamgyeapat.



3) Menarik Kesimpulan/\erifikasi

Penarikan kesimpulan merupakan suatu kegiatankdafigurasi
yang utuh selama penelitian berlangsung. Sedangéikasi merupakan
kegiatan pemikiran kembali yang melintas dalam peamn penganaisis
selama peneliti mencatat, atau suatu tinjauan upsWa catatan-catatan
lapangan atau peninjauan kembali serta tukar pikite antara teman
sejawat untuk mengembangkan “kesempatan intersifjjelengan kata
lain makna yang muncul dari data harus diuji kebemaya,
kekokohannya dan kecocokannya (validitasnya).

Verifikasi dalam penelitian dilakukan secara koyidin sepanjang
penelitian oleh peneliti yang dimaksudkan untuk gaemralisis dan mencari
makna dari informasi yang dikumpulkan dengan merteana, pola hubungan,
permasalahan yang muncul, hipotesa dan disimpukaara tentatif, sehingga
terbentuk proposisi tertentu yang bisa mendukuog tgaupun penyempurnaan
teori. Prosedur analisis dilakukan dengan 3 (tigag tersebut digambarkan oleh
Miles dan Huberman (1992:20) yang disebut sebadaidel Interaktif’, seperti

digambarkan berikut ini:



Gambar 2
Analisis Model Interaktif

Pengumpulai
Data

Penyajian
Data

Reduksi Data \

Sumber: Milles & Huberman (1992:20).

Penarikan Kesimpulan
atau Verifikasi

3.8Keabsahan data
Setiap penelitian kualitatif memerlukan standamuknnelihat derajat
kepercayaan atau kebenaran hasil penelitian, sghidgta yang dikumpulkan
dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Moleong (1BE3). dan Nasution
(1998:105), yang dalam pemeriksaan data menggundk@mpat) kriteria
sebagai berikut:
1) Derajat KepercayaarC(edibility)

Pada dasarnya sering disebut sebagai validitagnaitedari
penelitian non kualitatif. Kriteria ini berfungsintuk melakukan inkuiri
sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan pesmamya dapat dicapai
serta memenuhi syarat kredibilitas.

Beberapa cara yang dapat dilakukan dalam haldaiah:

a) Memperpanjang penelitian dalam proses pengumpulata dli
lapangan. Mengingat peneliti merupakan instrumeamat dalam

penelitian, dengan demikian lamanya peneliti tatlibdalam



pengumpulan data akan semakin memungkinkan menimgkalerajat
kepercayaan data yang dikumpulkan.

b) Melakukan observasi secara terus menerus dan soHsgmgguh,
sehingga peneliti semakin mendalami fenomena sgsiag diteliti
seperti apa adanya. Teknik observasi boleh dikatakerupakan
keharusan dalam pelaksanaan penelitian kualitasf.ini disebabkan
karena banyaknya fenomena sosial yang tersamakasati mata yang
sulit terungkap bila hanya digali melalui wawancara

c) Melakukan triangulasi baik triangulasi metode (nmngpkan lintas
metode pengumpulan data), triangulasi sumber datan(lih berbagai
sumber data yang sesuai), dan triangulasi pengampldta (beberapa
peneliti yang mengumpulkan data secara terpisakngBn teknik
triangulasi data ini memungkinkan diperoleh variagbrmasi seluas-
luasnya atau selengkap-lengkapnya.

d) Melibatkan teman sejawat (yang tidak ikut melakukzemelitian)
untuk berdiskusi, memberikan masukan, bahkan kmitikai dari awal
kegiatan proses penelitian sampai tersusunnya pesélitian. Hal ini
perlu dilakukan mengingat keterbatasan kemampuarelige yang
dihadapkan pada kompleksitas fenomena sosial yiéelgid

2) Keteralihan Transferbility)
Transferbilitas atau disebut validitas eksternalkéigan dengan
usaha menggeneralisasikan hasil penelitian di lingkn populasi yang

lebih luas, dengan mempertimbangkan persoalan-gplars@mpiris yang



3)

bergantung pada persamaan antara konteks pengigim pénerima.
Dengan demikian peneliti bertanggungjawab untuk yediakan data
deskriptif secukupnya.

Bagi penelitian naturalistik, keteralihan tergamfurpada si
pemakai, yaitu hingga manakah hasil penelitiam&pat digunakan dalam
konteks dan situasi tertentu hingga masih perluy@smian menurut
masing-masing keadaan.

KebergantungarDependability

Kebergantungan menurut istilah konvensional disebdahgan
reliabilitas ¢eliability). Reliabilitas merupakan syarat mutlak bagi
tercapainya penelitian yang valid. Untuk mendapatkian mencapai
tujuan itu, maka hal yang perlu dilakukan adalalhmaukan kriteria
kebergantungan dan kepastian. Dalam hal ini carg yhpakai adalah
dengan Audit Trial’, yakni melacak atau memeriksa suatu kebenaran.
(Moleong, 1991:184).

Dalam penelitian ini Audit Trial” peneliti akan menyediakan
bahan-bahan sebagai berikut:

a) Data mentah, seperti catatan lapangan sewaktu miakega observasi
dan wawancara, hasil rekaman (bila ada), dokumenaiianya;

b) Hasil analisis data, berupa: rangkuman, hipotesigakdan konsep-
konsep;

c) Hasil sintesa data, seperti tafsiran, kesimpulafindi, interrelasi,

data tema, pola hubungan dengan literatur dandapaihir.



d) Catatan mengenai proses yang digunakan, yakninigntaetodologi,
desain, strategi, prosedur, rasional dan usahaausghr penelitian dapat
dipercaya.

4) Kepastian Confirmability)

Kriteria kepastian dari konsep objektivitas menypehelitian non
kualitatif, lebih menekankan pada “orang”, maka gian kualitatif
menghendaki agar penekanannya bukan pada oraagj, petia “data”.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh Auditor (Moleon§91:186)
terdiri atas beberapa langkah sebagai berikut:

a) Auditor (pembimbing) perlu memastikan apakah persmpenelitian
benar-benar berasal dari data penelitian;

b) Auditor berusaha membuat keputusan, apakah logsnkelan itu dan
berasal dari data;

c) Auditor melakukan penilaian terhadap derajat kideli penelitian,
apakah ada kemencengan;

d) Auditor berupaya menelaah kegiatan peneliti dalamlaksanakan
pemeriksaan keabsahan data, apakah dilakukan sewamsadai atau
tidak.

Apabila hasil penelitian tersebut mampu memenuhiera
tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa Ipesiklitian yang
diperoleh dapat memberikan kontribusi yang baik darenjadi

kebanggaan bagi keandalan peneliti.



BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1 Hasil penelitian
4.1.1 Gambaran Umum Kota Malang

a) Letak Geografis dan Administrasi

Kota Malang terletak pada ketinggian antara 44D4®6diatas permukaan
laut serta 112,06 bujur timur dan 7,06-8,02 lintasyatan, dengan dikelilingi

gunung-gunung antara lain :

a. gunung arjuno sebelah utara

b. gunung tengger sebelah timur

C. gunung kawi dan panderman disebelah barat
d. gunung kelud disebelah selatan

1) Batas wilayah administrasi

Sebelah utara kecamatan singosari dan kall@w sebelah selatan kecamtan
tajinan dan pakis aji, sebelah timur kecamatanspd&n tumpang, sebalah barat
kecamatan wagir dan dau.

2) Pembagian wilayah administrasi

Terdiri dari 5 kecamatan dan 57 kelurahan dengamiam sebagai berikut :
- kecamatan klojen : 11 kelurahan
- kecamatan blimbing : 11 kelurahan
- kecamatan kedungkandang : 12 kelurahan

- kecamatan sukun 1 11 kelurahan



- kecamatan lowokwaru 1 12 kelurahan
b) Peta Kota Malang

Gambar 3

KOTA MALANG

Sumber http;//www.google.com /malang-city-map

c) Keadaan Demografis

1. Jumlah Penduduk

Informasi kependudukan sangat diperlukan dalaregg@erencanaan dan
evaluasi pembangunan, karena penduduk merupakayelsigekaligus obyek
pembangunan. Data penduduk dapat diperoleh mélatbagai cara yaitu melalui
sensus penduduk, registrasi penduduk dan survegysikepandudukan yang
dilakukan kantor kependudukan dan catatan sipiipta yang dilakukan oleh

kantor pusat statistik kota malang. Menurut daaéisttk Kota Malang, pada tahun



2010 jumlah penduduk Kota Malang kurang lebih ald&75.321 jiwa.

2. Pendidikan

Kota Malang sebagai kota pendidikan berusaha umterkcukupi berbagai
fasilitas pendidikan agar dapat menampung anak-asiaksekolah sesuai dengan
jenjang pendidikan yang seharusnya, kondisi inukiichg banyaknya institusi
pendidikan yangada di kota Malang, mulai dari teigkanak-kanak, sekolah
dasar sampai peguruan tinggi, baik pendidikan melNtEupin swasta, dan
terdapat pula fasilitas pendidikan keagamaan segpantdok pesantren demikian
juga halnya dengan pendidikna non-formal, sepertibaga bimbingan belajar,
kursus bahasa asing, kursus computer, dan kurgseskiketermpilan yang
lainnya. Salah satu yang mendukung kota Malanggseti@ta pendidikan adalah
banyaknya perguruan tinggi yang ada baik negeripmauswasta. Perguruan
tinggi negeri yang ada di kota Malang ada 3 vyaitoiversitas Brawijaya,
Universitas Negeri Malang, dan UIN. Perguruan tinggasta sebanyak 49,
terdiri dari akademi, sekolah tinggi dan univesitengan banyaknya perguruan
tinggi, kota Malang merupakan salah satu kota tupuatuk melanjutkan sekolah
diperguruan tinggi. Bahkan sekarang kota Malangmik dengan kota pendidikan
internasional. Karena dikenal sebagai kota pendidikanyak pendatang dari luar
daerah Malang yang datang untuk menenmpuh pendidi&ag rata-rata adalah
pelajar atau mahasiswa.

d) Pemerintah Kota Malang

Sudah lima tahun pemerintah kota malang dijalank@nggunakan UU

No. 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah, mal@akb baru tentang



pemerintah daerah telah dimulai kembali ketika p#ate pusat mengeluarkan
UU 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah padgyahrl5 oktober 2004.
dalam penyelenggaraan pemerintah, kota Malanguset@ndasarkan pada UU
tersebut.

Pemerintah kota Malang secara garis besar teddri 3komponen yang
berkaitan, adapun 3 komponen terebut adalah :

i. Muspida, merupakan pejabat-pejabat dilingkunganeperah kota
malang yang meliputi : walikota, komandan kodimpdeesta,
kepala kajari, dan ketua DPRD.

ii. Eksekutif, merupakan pejabat pemerintah kota Malyagg
unsure-unsurnya terdiri-dari walikota dan jajardrad/ahnya.

iii. Legislatif, merupakan unsur pimpinan dan anggotécRDFota
Malang yang terdiri dari ketua, wakil ketua, danmisi-komisi

yang terbentuk.

Pemerintah kota Malang beralamatkan dijalan tugd nmlang. Pemerintah kota
malang dalam menjalankan fungsi pemerintahan difala oleh seorang walikota
beserta sekertaris daerah. Pemerintah kota Malamgnilikitugas pokok
menjalankan pemerintahan yang langsung dilingkup kalang dan mempunyai
badan-badan serat dinas yang mempunyai tugas iseewliiri dalam struktur
organisasinya.

Pemerintah Kota Malang dalam pelaksanaan pembanghaegpedoman pada
RPJM Daerah dimana didalamnya termuat visi dan Kiga Malang. Adapun

visi kota Malang



“Terwujudnya Kota Malang sebagai Kota pendidikang/aerkualitas, Kota sehat
dan ramah lingkungan, Kota pariwisata yang berbadmenuju masyarakat yang
maju dan mandiri”

Adapun penjelasan dari visi yang dimasud diatasascd
“Kota Pendidikan yang Berkualitas' mengandung makna bahwa pembangunan
Kota Malang diarahkan untuk meningkatkan kualitasdidikan dalam arti yang
luas yaitu: Penyelenggaraan pendidikan pada sesnjeng di Kota Malang harus
memiliki kualitas yang tinggi, penyelenggara peiidid diarahkan untuk
menghasilkan SDM yang memiliki keunggulan kompietilam hal penguasaan,
pemanfaatan dan pengembangan IPTEK.
“Kota Sehat dan Ramah Lingkungari mengandung makna pembangunan di
Kota Malang diarahkan untuk mewujudkan Kota yandpnaseberwawasan
lingkungan. Pengertian Kota yang sehat berwawasghkungan adalah sebagai
berikut : Kota yang sehat adalah kota yang meniilikilitas lingkungan fisik dan
sosial kemasyarakatan yang baik sehingga menjadi y@ng memberikan rasa
aman, nyaman dan sehat bagi warga kotanya.
“Kota Pariwisata yang Berbudayd mengandung makna bahwa pembangunan
di Kota Malang diarahkan untuk mewujudkan Kota Malaebagai tujuan wisata
dengan tetap melestarikan budaya khas malangan.
“Menuju Masyarakat yang Maju dan Mandiri” mengandung makna bahwa
tujuan pembangunan adalah untuk mewujudkan masjakdta Malang yang
maju dan mandiri, pengertian masyarakat yang mauo chandiri adalah:

masyarakat yang maju adalah masyarakat yang majgupeaan ilmu dan



teknologi, maju dalam derajat kesehatan dan mdanmdenengembangkan budaya
dan pariwisatanya.

4.1.2 Gambaran Umum Dinas Kependudukan dan Pencatah Sipil Kota
Malang

a) Dasar Pembentukan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malarggupakan salah
satu Lembaga Perangkat Daerah (LPD) sebagai Lemhtama Dinas yang
membantu bupati / walikota kepala daerah selakulvwaknerintah pusat dalam
rangka pelaksanaan catatan sipil di daerah danahaagu-satunya pelaksana
utama yang mengurusi urusan kependudukan dan péscaipil.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mgalaerakhir
ditetapkan sesuai dengan Undang-undang Nomor 32inTét004, tentang
Pemerintahan Daerah dan sebagai tindak lanjut Earaturan Daerah Kota
Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dda Karja Dinas Daerah
Kota Malang kemudian Peraturan Walikota Malang Noré@ Tahun 2008
tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kemms Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil Kota Malang.

b) Visi dan Misi

Visi:

Visi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatgnl $ota Malang
adalah"Terwujudnya pusat database kependudukan yang akuradan aktual
berbasis Sistem Informasi Administrasi Kependudukan(SIAK).”

Prinsip-prinsip dari visi tersebut adalah:



1. Pusat database kependudukan

Guna menghindari kerancuan sumber data kependodékagsi sebagai
pusat database kependudukan mutlak menjadi primsima. Semua data dan
informasi yang berkaitan dengan kependudukan dihimpdikelola dan
dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan.
2. Database yang akurat dan aktual

Sebagai pusat database kependudukan, prasyanaa uyang harus
dipenuhi adalah akurasi dan aktualitas databaseukUmencapai level akurasi
dan aktualitas data yang tinggi, dilakukan dengamuytakhiran berkelanjutan
melalui palayanan pendaftaran penduduk dan peacaslil yang terintegrasi.
3. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

Integrasi pelayanan pendaftaran penduduk dan fsanasipil harus
diakomodasi dalam satu sistem informasi berbakisotegi terkini yang handal,
mempunyai tingkat keamanan yang tinggi, mempermudah mempercepat

proses pelayanan, serta menyajikan hasil layanan.

Misi:

1. Meningkatkan profesionalisme SDM,;

2. Mengoptimalkan penerapan Sistem Administrasi Kepdokan
berbasis Teknologi;

3. Memberikan perlindungan hukum dan legalitas idastgenduduk
secara administratif;

4. Meningkatkan kualitas kinerja pelayanan pendaftgpganduduk

dan pencatatan sipil secara prima;



5. Memanfaatkan database kependudukan untuk peremcanaa
pembangunan;
6. Mengoptimalkan dan meningkatkan tertib administpesidaftaran

penduduk dan pencatatan siplil

Visi dan misi tersebut digunakan untuk mencapaiaiu dan sasaran yang
diinginkan okeh Dinas Kependudukan dan Pencatai@ih Kdta Malang antara
lain:

Tujuan yang ingin dicapai Dinas Kependudukan DamcB&tan Sipil adalah :

1. Meningkatkan dan membentuk kualitas SDM yang haddém
pelaksanaan administrasi perkantoran dan keuangalamd
menunjang penyelenggaraan administrasi kependudukan

2. Memaksimalkan penggunaan dalam penerapan Sisteonmasi
Administrasi Kependudukan (SIAK) sebagai pilar &ist
Administrasi Kependudukan (SAK);

3. Mewujudkan dokumen kependudukan sebagai legalitasgy
mempunyai hukum tetap;

4. Meningkatkan kualitas pelayanan pendaftaran peridudan
pencatatan sipil yang cepat, tepat, dan akurat;

N Mewujudkan database kependudukan sebagai pusatnsifalata
dalam perumusan kebijakan pembangunan yang berkadéagan
kependudukan;

6. Mewujudkan administrasi kependudukan yang tertibngparan,

dan akuntabel.



Kemudian Sasaran sebagai bentuk penjabaran daaifyang telah ditetapkan di
atas, adalah sebagai berikut yaitu :

1. Peningkatan kualitas kinerja SDM dalam penyelesagministrasi
perkantoran dan keuangan dalam menunjang penyelssyy
administrasi kependudukan;

2. Mengoptimalkan penggunaan teknologi dalam pener&iatem
Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK);

3. Terwujudnya dokumen kependudukan sebagai legaditasi;

4. Meningkatkan kualitas pelayanan pendaftaran peridudan

pencatatan sipil yang berorientasi pada kepuasaparekat;

5. Pemanfaatan database kependudukan sebagai pesahsaf

6. Terwujudnya tertib administrasi kependudukan.
c) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan fRd¢scaSipil Kota
Malang

Dinas Kependudukana dan Pencatatan Sipia Kdalang merupakan
salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah yangtdibeifeh pemerintah Kota
Malang sebagai wujud dari munculnya kebijaksanaatakganaan otonomi
daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dengagacu pada Peraturan
Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Gsgandan Tata Kerja
Dinas Daerah Kota Malang. Lebih lanjut Dinas Kepehd&kan dan Pencatatan
Sipil Kota Malang ditetapkan berdasarkan Peratuvafikota Malang Nomor 61
Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi @ata Kerja Dinas

Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Malang. £iKapendudukan dan



Pencatatan Sipil Kota Malang merupakan salahlsatwbaga Perangkat Daerah
(LPD) sebagai Lembaga atau Dinas yang membantutibupealikota kepala
daerah selaku wakil pemerintah pusat dalam rangkaskganaan catatan sipil di
daerah dan hanya satu-satunya pelaksana utama wgysmgurusi urusan
kependudukan dan pencatatan sipil.

Sedangkan struktur atau susunan organisasi Dingendedukan dan

Pencatatan Sipil Kota Malang, terdiri dari



Gambar 4

Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatat&Sipil Kota

Malang
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Sumber: dokumen Dinas Kependudukan dan Pencataigih Kbta Malang

tahun 2011.

d) Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris

Melaksanakan tugas pokok pengelolaan adtrasis umum meliputi




penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausakeaangan, kepegawaian,
urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan gastekaan serta kearsipan,
dengan fungsi :
1. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan rekegagdRenja);
2. Pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)
3. Penyusunan dan pelaksanaan Dokumen PelaksanaaarAand®PA);
4. Penyusunan Penetapan Kinerja (PK);
5. Pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatelaksdan kearsipan;
6. Pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan darstedaan;
7. Pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian;
8. Pengelolaan anggaran, barang dan retribusi;
9. Pelaksanaan administrasi keuangan dan pembaygraegawai;
10. Pelaksanaan verifiakasi Surat Pertanggungjawalf) (&uangan;
11.Pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
12. Pengkoordinasian pelaksanaan Standart Pelayanami(SPM);
13.Penyusunan dan pelaksanaan Standart Pelayanak (SRR);
14.Pelaksanaan fasilitasi pengukuran Indeks Kepuasasajéirakat (IKM)
dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggeara
periodik yang bertujuan untuk memperabaiki kualgekyanan;
15. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instamsnerintah (LAKIP);
16.Penyampaian data hasil pembangunan dan informasnyt terkait
layanan publik secara berkala melalui web site Pietadd Daerah;

17.Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugals gakdungsi;



18.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepatasdsesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Penyusunan Program melaksanalgas tpokok penyusunan
program, evaluasi dan pelaporan, dengan fungsi :

1. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan rekegagRenja);

2. Pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)

3. Penyusunan dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaaarand®PA);

4. Penyusunan Penetapan Kinerja (PK);

5. Penyusuanan laporan dan dokumentasi pelaksanagmapraan kegiatan;

6. Pelaksanaan validasi dan pengelolaan data kepekaluddan catatan
sipil;

7. Penyusunan dan pelaksanaan Standart Pelayanak (SRiR);

8. Pelaksanaan fasilitasi pengukuran Indeks Kepuasasayérakat (IKM)
dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggeara
periodik yang bertujuan untuk memperabaiki kualitggnan;

9. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instamsn®rintah (LAKIP);

10.Penyampaian data hasil pembangunan dan informasny& terkait
layanan publik secara berkala melalui web site Pietadd Daerah;

11.Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugaks gakdungsi;
12.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Selgetesuai dengan tugas

dan fungsinya.

Sub Bagian Keuangan melaksanakan tugas podogelolaan anggaran dan

administrasi keuangan, dengan fungsi :



1. Penyusunan dan pelaksanaan Dokumen PelaksanaaarAnd®PA);

2. Pelaksanaan penatausahaan keuangan;

3. Pelaksanaan verifiakasi Surat Pertanggungjawalda) (&uangan;

4. Penyusunan dan penyampaian laporan penggunaarrangga

5. Penyusunan dana penyampaian laporan keuangan eeamesgan akhir
tahun;

6. Penyusunan administrasi dan pelaksanaan pembayaigegawai;

7. Penerimaan, pengadaministrasian dan penyetorabustdan/atau lain-
lain pendapatan yang sah;

8. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugaks gakdungsi;

9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Selsetasuai dengan tugas

dan fungsinya.

Sub Bagiana Umum melaksanakan tugas pokoiggb@aan administrasi
umum meliputi ketatalaksanaan, ketatausahaan, &epégn, urusan rumah
tangga, perlengkapan, kehumasan dan kepustakaten lsearsipan, dengan
fungsi:

1. Pelaksanaan ketatausahaan, ketatalaksanaan daip&ear

2. Pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian;

3. Pelaksanaan kehumasan, keprotokolan dan kepusatakaa

4. Pealaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;

5. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugaks gakdungsi;

6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Selgsetasuai dengan tugas

dan fungsinya.



Bidang Kependudukan

Melaksanakan tugas pokok pengelolaan peadapenduduk, pendaftaran

penduduk,transmigrasi dan mobilitas penduduk, defgagsi :

1.

2.

9.

pengumpulan dan pengolahan data ptogram bidan@Rkdpdukan;

Penyiapan Kebijakan Teknis Pendataan, pendaftammduguk dan
transmigrasi;

pengumpulan, pengolahan dna pelaporan data penduduk

pendataan penduduk pemukim keturunan asing dalanbgréan status
kewarganaan Republik Indonesia;

pendataan dan identifikasi Orang Asing;

pendataan dan identifikasi penduduk rentan admasiskependudukan;

pendataan dan pengendalian administrasi perpindpbaduduk ke luar
negeri;

pelaksanaan fasilitasi bimbingan teknis, superkisnsultasi pelaksanaan
pendaftaran penduduk;

pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pendaftaeratuduk;

10.pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk datemsadministrasi

kependudukan yang meliputi:

a. pencatatan dan pemutakhiran biodata penduduk pertarbitan
Nomor Induk Kependudukan (NIK);

b. pendaftaran perubahan data penduduk;

c. pendaftaran pindah datang penduduk dalam wilayajhulblig

Indonesia;



d. pendaftaran warga Indonesia tinggal sementara;
e. pendaftaran pindah datang anatar negara;
f. pendaftaran penduduk yang tinggal di perbatasar apgara;
g. pendaftaran penduduk rentan administarasi kepedmncu
h. penerbitan dokumen kependudukan hasil pendaftaadyguk;
i. penatausahaan pendaftaran penduduk.
11.pelaksanaan pendaftaran peanduduk Orang Asing (OA);
12.Pemrosesan penerbitan Kartu Keluarga (KK), KartundBa Penduduk
(KTP) dan Kartu Tanda Penduduk Khusus;
13. pelaksanaan pendistribusian blanko kependudukanfatarulir-formulir
kependudukan;
14.pamantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggapEraftaran
penduduk;
15.pembinaan dan pengembangan sumber daya manusiaelglang
pendaftaran penduduk;
16.pengawasan atas penyelenggaraan pendaftaran p&ndudu
17.pelaksanaan dan fasilitasi transmigrasi;
18.pelaksanaan pengolahan dan penyajian data tramsnidan mobilitas
penduduk;
19.penetapan norma, standar, prossedur dan Kkriteriayefnggaran
pengendalian kuantitas, pengembangan kualitas,apaimgn mobilitas

serta perlindungan ppenduduk;



20.pelaksanaan pelatihan dan pembinaan teknis bideargsnigrasi dan
mobilitas penduduk;

21.pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidéeywendudukan,
transmigrasi dan mobilitas penduduk;

22.Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugak gakdungsi;

23.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh KepatasDsesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Seksi Pendataan melaksanakan tugas pokgjdeerifikasian dan pendataan
penduduk, dengan fungsi:

1. penyiapan penyusunan progran dan pelaksanaan &egékntifikasi dan
pendataan penduduk;

2. pelaksanaan indentifikasi dan pendataan penduduk;

3. pelaksanaan identifikasi dan pendataan penduddietiah dalam rangka
pengambilan kebijakan untuk kepentingan perencanpaigram
kegiatan kependudukan, pemilihan umum Presidenletgislatif dan
menentukan komposisi penduduk menurut jenis kelamt@mtara lain
Gakin, pendidikan, kesehatan dan mendukung progtargkat
nasional lainnya;

4. pelaksaan identifikasi, pendataan dan pendaftaemdymluk pemukim
keturunan asing dalam pemberian status kewargaaeegaRepublik
Indonesia;

5. pelaksanaan identifikasi dan pendataan Orang Asing;



6. pelaksanaan identifiakasi dan pendataan pendudatarreadministrasi
kependudukan;

7. pelaksanaan dan pengendalian administrasi pergandaénduduk ke luar
negeri,

8. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugak gakdungsi;

9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepmlang sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Seksi Pendaftaran penduduk melaksanakans tygakok administrasi
pendaftaran penduduk, dengan fungsi:
1. penyiapan bahan dalam rangka penyusunan petunjokelemggaraan
pendafataran penduduk;
2. pelaksanaan pendaftaran penduduk dan melakukanoge@n dan
penelitian dokumen kependudukan;
3. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pendaftaratuduk;
4. pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk datd@msadministrasi
kependudukan yang meliputi:
a. pencatatan dan pemutakhiran biodata penduduk pertarbitan
Nomor Induk Kependudukan (NIK);
b. pendaftaran perubahan data penduduk;
c. pendaftaran pindah datang penduduk dalam wilayahulblig
Indonesia;
d. pendaftaran warga Indonesia tinggal sementara;

e. pendaftaran pindah datang anatar negara;



8.

9.

f. pendaftaran penduduk yang tinggal di perbatasar apgara;
g. pendaftaran penduduk rentan administarasi kepedmncu
h. penerbitan dokumen kependudukan hasil pendaftaadyguk;
i. penatausahaan pendaftaran penduduk.

pelaksanaan pendaftaran peanduduk Orang Asing (OA);

Pemrosesan penerbitan Kartu Keluarga (KK), KartundBa Penduduk
(KTP) dan Kartu Tanda Penduduk Khusus;

pelaksanaan pendistribusian blanko kependudukanfatamulir-formulir
kependudukan;

pelaksanaan pengadministrasian pendaftaran penduduk

pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugak gakdungsi;

10. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepalar§) sesuai dengan

tugas dan fungsinya;

Seksi Transmigrasi melaksanakan tugas pakiokinistrasi transmigrasi dan

mobilitas penduduk, dengan fungsi:

1.

2.

penyiapan pelaksanaan dan fasilitasi transmigrasi;

pelaksanaan identifikasi dan pendataan mobilitaslypauk;

pelaksanaan pengolahan dan penyajian data tramsnidan mobilitas
penduduk;

pelaksanaan penyelenggaraan pengendalian kuanpeEsgembangan
kualitas, pengarahan mobilitas dan persebaran pekduserta
perlindungan penduduk;

pelaksanaan pelatihan dan pembinaan teknis bidangnigrasi;



6. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugak gakdungsi;
7. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oeh Kepalargj sesusai denga

tugas pokok dan fungsinya.

e) Keadaan Umum Pegawali

Keadaan pegawai Dinas Kependudukan dan ReanaSipil Kota Malang
merupakan hal yang perlu diketahui karena akanatamgnentukan di dalam
proses penyelenggaraan tugas pemerintahan, penmzandan kemasyarakatan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kéadang memiliki sejumlah
pegawai yang merupakan komponen utama terhadapvpedai Sangat penting
dengan tidak meninggalkan faktor penting lainnygeste struktur dan tata kerja,
peralatan dan sarana prasarana lainnya. Secara lgasar, keadaan umum
pegawai dapat dilihat dari berbagai komposisi, rantd&in berdasarkan
pangkat/golongan, tingkat pendidikan, umur dan sjerkelamin. Secara
keseluruhan jumlah pegawai Dinas Kependudukan denca®atan Sipil Kota
Malang sebanyak 73 orang. Sebanyak 40 orang meanpsgawai tetap di Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang,gg@en sejumlah 33 orang
adalah pegawai tidak tetap atau honorarium.

Keadaan pegawai dapat dilihat dari pangkat atawngain pegawai.
Pangkat atau golongan merupakan kedudukan yangmuékean tingkat seorang
pegawai negeri sipil dan rangkaian susunan kepdagawang digunakan sebagai
dasar penggajian serta pengangkatan dalam suatafatertentu serta bersifat
mandiri dan untuk kenaikan pangkatnya. Oleh kargnaeorang pegawai negeri

sipil yang diangkat dalam jabatan tertentu, semaikiggi pula kedudukannya



dalam suatu jabatan. Dalam tabel berikut akan id&ajjumlah pegawai Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang bkarllan pangkat atau
golongan di lingkungan Dinas Kependudukan dan RataraSipil Kota Malang.
Tabel 1
Keadaan Pegawai Menurut Pangkat/Golongan pada Bigpesndudukan dan

Pencatatan Sipil Kota Malang Tahun 2011

No Pangkat/Golongan Jumlah| Presentase (%)
(orang)

1 Pembina utama muda/ 1 1,36

2 Pembina Tk. 1/IV 1 1,36

3 Pembina/lV 4 5,47

4 Penata Tk. 1/1lI 9 12,32

5 Penata/lll 5 6,84

6 Penata Muda Tk. 1/1lI 8 10,95

7 Penata Muda/lll 2 2,73

8 Pengatur Tk. 1/ 1 1,3¢

9 Pengatur/Il 2 2,73

10 | Pengatur Md. Tk 1/11 Y 1,36

11 | Pengatur Muda/ 4 5,47

12 | Juru/l 2 2,73

13 PTT/honorarium 33 45,2
Jumlah 73 100%

Sumber Data: Data Sekunder, Dinas KependudukanRinrcatatan Sipil Kota
Malang,2011

Berdasarkan tabel 1 di atas, keadaan pegdilizat dari pangkat/golongan
adalah golongan | sebanyak 2 orang atau 5% , gatoH sebanyak 8 orang atau
20% sedangkan golongan Il sebanyak 24 orang @084 dan golongan IV
sebanyak 6 orang atau 15%. Kenyataan ini dapatetaskpn bahwa rata-rata
pegawai yang ada mempunyai pengkat/golongan yssupasdengan beban tugas

yang diembannya pada Dinas Kependudukan dan P&rc&mpil Kota Malang,



sehingga tidak ada kendala bagi Kepala Dinas selpkapinan dalam
memanfaatkan pegawai untuk bekerjasama dalam neggdrakan
pemerintahan di Dinas Kependudukan dan Pencat3ipih Kota Malang.
Namun pangkat/golongan sumber daya aparaturnyahntesius ditingkatkan
karena semakin tinggi pangkat seseorang maka sertiaggi pula keahlian dan
ketrampilan mereka meskipun masih ada golongangyéam@ndah pada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang.

Kemudian untuk mengetahui kemampuan pegBwais Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Malang dapat dilihat darighist pendidikan yang
ditempuh. Tingkat pendidikan yang dimaksut adakahdidikan formal yang telah
dinyatakan lulus atau tamat. Tingkat pendidikanesemng akan sangat
berpengaruh terhadap bidang tugas yang akan dieroledn setiap pegawai
karena pendidikan merupakan syarat penting bagos@sg pegawai untuk
menambah pengetahuan dan pengalaman. Oleh katejenig pekerjaan yang
akan diberikan harus sesuai dengan kualifikasi ipgwh dari pegawai tersebut.
Adapun komposisi pegawai berdasarkan tingkat pdéa@id pada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang ddpiaitat dalam tabel 2

sebagai berikut:



Tabel 2

Keadaan Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan Padasd®ependudukan dan

Pencatatan Sipil Kota Malang Tahun 2011

No Tingkat Pendidikan Jumlah (orang) Presentase (%)

1 SD/sederajat 0 0

2 SLTP/sederajat 2 2,7

3 SLTA/sederajat 12 16,4

4 Diploma 4 54

5 Sarjana/ S1 15 20,5

6 Pasca Sarjana/ S2 7 9,5

7 PTT/honorarium 33 45,2
Jumlah 73 100

Sumber Data: Data Sekunder, Dinas KependudukanRkcatatan Sipil Kota
Malang, Desember 2011

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwalalh pegawai tetap dan tidak
tetap pada Dinas Kependudukan dan Pencatatank®igil Malang mencapai 73
orang. Jumlah PNS di Dinas Kependudukan dan Pdana&ipil Kota Malang
terbanyak dari tingkat pendidikan Sarjana yaituesab 15 pegawai atau 20,5%
dari jumlah seluruhnya. Diikuti dengan tingkat peliichn SLTA yaitu sebanyak
12 pegawai atau 16,4%. Sedangkan yang paling seldikgan tingkat pendidikan
SD sebanyak 0 pegawai atau 0% dari jumlah seluauhdptuk pegawai lulusan
pendidikan S2 yaitu sebanyak 7 pegawai atau 9,%awai ditingkat Diploma
sebanyak 4 pegawai atau 5,4% kemudian sisanyanlsdju33 pegawai atau
45,2% merupakan pegawai tidak tetap.

e) Keadaan Sarana dan Prasarana



Tabel 3
Daftar Inventaris Sarana dan Prasarana

Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Katarlg Tahun 2011

Kondisi
No Sarana dan Prasarana Baik Kurang Rusak Jumlah
baik (unit)
1 2 3 4 5 6
1 | Mobll 1 - - 1
2 | Sepeda Motor 5 - - 5
3 | Mesin Ketik 3 3 - 6
4 | White Boar 2 2 - 4
5 | Papan Dal 2 - 1 3
6 | Peta Wilayah - 1 - 1
7 | Jam Dinding 5 1 - 6
8 | Printer 5 2 1 8
9 | Komputer 25 - - 25
10 | UPS 11 - 1 12
11 | Branka: 1 - - 1
12 | Sketse 1 - - 1
13 | Meja pimpinan 1 1 - 2
14 | Meja kerja 23 2 - 25
15 | Meja rapat 2 - - 2
16 | Meja lipat - 21 - 21
17 | Kursi kerje 35 14 5 44
18 | Lemari bes 3 2 - 5
19 | Lemari dinding 4 - - 4
20 | Kursi pimpinan 6 - - 6

Sumber Data: Data Sekunder, Dinas KependudukanRinrcatatan Sipil Kota
Malang, Desember 2011.

4.2 Data Fokus Penelitian

4.2.1 Bagaimana Penyelenggaraan Administrasi Kependudukapada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang dalamrangka
meningkatkan pelayanan publik yaitu

a. Kesederhanaan Prosedur pelayanan tidak berbelit-paldah dipahami,

dan mudah dilaksanakan




Prosedur pelayanan merupakan kemudahanaafpegiayanan yang diberikan
kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaampelayanan.
Berkaitan dengan prosedur pelayanan berikut iaieddhasil wawancara peneliti
dengan Bapak Drs. Rahman Nurmala, MM selaku Kepatas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kota Malang adalah:

“Prosedur pelayanan KTP di Dinas Kependudukan damc#&atan Sipil Kota
Malang tahapan-tahapannya tidaklah rumit. Pertamet pemohon mengisi
formulir identitas dan membuat surat pengantar #a&T kemudian dilegalisir
oleh RW serta membawa persyaratan yang lainnyaekgahan. Di kelurahan
kita harus mengisi dan melegalisir biodata setelah baru ke Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang mielaket terlebih dahulu
kemudian diproses.”(wawancara pada Senin, 9 Ja@0a#8, pukul 11.00 WIB, di
ruangannya).

Sejalan dengan pernyataan diatas, salah &afudi bidang pelayanan

kependudukan, Bapak Wahyu Hidayat menyatakan bahwa:

“Prosedur pelayanan di Dinas Kependudukan dan BsacaSipil sebenarnya
mudah, namun seringkali alur pelayanannya lah kamgng dimengerti sehingga
membuat pelayanan agak tersendat. Untuk permoh§mBrbaru dan pengganti
KTP, alur pelayanannya tidak perlu ke kelurahatebén dahulu sehingga cukup
hanya membawa persyaratannya saja dan langsungngdaka Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang. Mammtuk perpanjangan
KTP dan perubahan data KTP harus melewati prosés RU/RW dan kelurahan
terlebih dahulu.” (Wawancara pada hari Senin 9 dar2012, pukul 11.00 WIB,
di ruangannya).

Disini peneliti juga melakukan wawancara gim seorang informan yaitu

bapak Prasetyo yang menyatakan bahwa:
“Sebenarnya ya mas prosedur pelayanan KTP disidalsubagus, mudah
dipahami dan mudah dilaksanakan toh disini sudaedea loket-loket pelayanan,
jadi kita tinggal mengikuti alurnya saja.”(wawarggrada hari senin 9 Januari
2012 pukul 09.00 WIB.)

Dari wawancara diatas diketahui bahwa adand&@ di bagian
pensosialisasian alur pelayanan KTP di Dinas Kepeumikbn dan Pencatatan Sipil

Kota Malang serta persyaratan yang terkadang memggiaKTP untuk segera

diproses.



b. Kejelasan Persyaratan teknis administratif, Unitrjddpejabat yang
berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikapgman
Persyaratan pelayanan adalah teknis dannétratif yang diperlukan untuk

mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanadntuk mengetahui

persyaratan yang diperlukan dalam menyelesaikaraygehn di Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, Ipemewawancarai Bapak

Wahyu Hidayat selaku staff di bidang pelayanan kdpdukan di Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang megigipkan bahwa :

“Persyaratan untuk pembuatan KTP berbeda-bedaissugan permohonan dari
masyarakat. Permohonan tersebut antara lain pemaohd&TP baru yang
syaratnya adalah fotocopy KK,fotocopy akta kelahiraerta blanko dari
kelurahan, kemudian permohonan perpanjangan KTiRtsya adalah KTP lama
dan fotocopy KTP saja, permohonan perubahan daf d¢aratnya adalah KTP
lama, fotokopi KK, blanko dari kelurahan serta syrarnyataan perubahan data
kependudukan, dan untuk permohonan pengganti KTk UiIrP yang rusak atau
hilang maka syaratnya adalah bukti KTP yang rusakat dari kepolisian untuk
KTP yang hilang dan fotokopi KK.” (Wawancara padaitsenin 9 Januari 2012,
pukul 11.00 WIB, di ruangannya).
Lebih jelasnya diungkapkan oleh Bapak Mochamad T&#aku staff di

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Matamggungkapkan bahwa:

“Untuk permohonan KTP baru maksutnya adalah unégesrang yang baru saja
mencukupi umurnya serta untuk seseorang yang masakb dari KTP telah
habis sehingga harus mengurus terlebih dahulu kedtan, sama halnya seperti
permohonan perubahan data KTP. Kemudian untuk gesnam perpanjangan
KTP dipergunakan apabila minimal 2 minggu masaalzerldari KTP tersebut
belum habis, sehingga perbedaannya adalah tiddi pmmgurus ke kelurahan
terlebih dahulu. Permohonan pengganti KTP jugarsepetidak perlu proses ke
kelurahan terlebih dahulu.” (Wawancara pada hamatul3 Januari 2012, pukul
09.00 WIB, di ruangannya).

Untuk mengetahui proses pelayanan dan petsya KTP mulai dari

pemohon sampai pada Dinas Kependudukan dan Penc&dgiil Kota Malang
sampai kembali lagi pada pemohon KTP dengan jetadka dapat dilihat dari

gambar di bawabh ini, antara lain:



Gambar 5
Alur dan Persyaratan Pelayanan KTP Dispendukcapil kota Malang
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Selain kejelasan persyaratan pelayanan juga dikzarlkejelasan dari para
petugas yang melayani masyarakat. Yang dimaksualasain petugas pelayanan
yaitu keberadaan dan kepastian petugas yang mewmbepelayanan (nama,
jabatan, serta kewenangan dalam tanggung jawahjanDmelaksanakan tugas,
seorang Pegawai Negeri dituntut untuk profesidiareka mempunyai tugas dan
fungsi masing-masing sehingga harus dapat melakaartagasnya secara baik.
Dalam rangka membantu pegawai dalam memperlancéaksamakan tugas,
maka sangat diperlukan adanya kejelasan peran &adapat membantu
mempermudah pencapaian visi organisasi. Sedangkglasan peran dapat
ditujukan dengan adanya pembagian atau uraian kegesla staf.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwagdenjelasnya tugas-
tugas pegawai membuat kinerja menjadi lebih bailal khi sebagaimana
diungkapkan oleh Bapak Drs. Rahman Nurmala, MM kselKepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang hdala
“Kejelasan kewenangan petugas pelayanan KTP dimaddai RT/RW yang
memiliki kewenangan untuk membuat dan melegalisurats pengantar
permohonan KTP karena RT/RW lah yang lebih mengetahrganya kemudian
kelurahan tidak memiliki peran dan wewenang unt@ngeluarkan KTP namun
terkadang kelurahan menawarakan pelayanan KTHnHalas menyimpang dari
kejelasan peran masing-masing karena yang menkiéiluenangan melakukan
pelayanan KTP adalah Dinas Kependudukan dan Peamca®apil.”(wawancara
pada Senin, 16 Januari 2012, pukul 11.00 WIB, d@hgannya).

Kemudian untuk mengetahui sejauh mana &gl peran dapat
meningkatkan kinerja pegawai, diungkapkan oleh aRaBurhanudin Aljundiy,
S.sos selaku Kepala Seksi Pengelolaan InformasasDikependudukan dan

Pencatatan Sipil Kota Malang yang menyatakan bahwa:

“Menurut saya dalam menjalankan tugas dan kewagleéiap hari itu merupakan
tanggung jawab dari pegawai tersebut. Tetapi dddakhini jika kejelasan peran



bagi seorang pegawai tidak ada, maka akan memiagawai tersebut kurang
maksimal dalam melaksanakan pekerjaannya, kardasaassesama pekerja dapat
jadi saling melempar tanggung jawabnya dan salirenyalahkan. Dengan
jelasnya tugas masing-masing aparatur dan terapija the right man in the
right place, maka dapat membuat kualitas kerja aipamenjadi lebih baik.
Karena dengan diketahuinya tugas dan problem ydamn alikerjakan oleh
masing-masing pegawai, mereka akan bersungguh-sbrdglam melaksanakan
tugasnya.”(wawancara pada Selasa, 10 Januari 200l 10.00 WIB, di
ruangannya)

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkanwaalilengan kejelasan peran

tersebut benar-benar nyata maka dapat meningkdtkahitas kerja pegawai
khususnya dalam memberikan pelayanan publik yarigiaktas.

c. Tanggung jawab petugas

Tanggung jawab petugas pelayanan merupakan kejelagavenang dan
tanggung jawab petugas dalam penyelenggaraan dayelpsaian layanan.
Gambaran tanggung jawab ini sangat penting untmarmieenar dimengerti oleh
setiap pegawai karena dengan tanggung jawab, sepegawai dapat
menyelesaikan seluruh pekerjaannya dengan benaegdanwaktu. Seperti yang
diungkapkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dand®atan Sipil Kota Malang
Bapak Drs. Rahman Nurmala, MM,

“PNS dikatakan bertanggung jawab bukan haekadar PNS yang datang ke
kantor tepat waktu saja, melainkan PNS yang beeaaibbertanggung jawab
pula terhadap tugasnya, memiliki sifat yang baidak mengandalkan status
maupun jabatannya, memiliki pendidikan yang tepatada dia bekerja atau
posisi yang dia duduki, serta keterampilan yangs#tingga dalam memberikan
pelayanan publik pun dapat secara maksimal danareieat pun merasa puas.”
(Wawancara pada hari Senin, 16 Januari 2012, giikQD WIB, diruangannya)
Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Bapak Bolyi@nto selaku staf Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang yagigyatakan bahwa:
“Saya adalah seorang PNS dan saya memiliki tugag dipercayakan kepada

saya, maka saya akan berusaha mengerjakan tuges-$aga tersebut bukan
sebagai suatu beban tetapi sebagai sebuah tanggualg yang memang harus



saya selesaikan. Dan berusaha agar pekerjaan idakaatia yang terbengkalai
karena sebagai seorang PNS selain sebagai abiantfiapi juga sebagai abdi
masyarakat”. (Wawancara pada hari Senin, 9 JarB@dr?, pukul 09.00 WIB,
diruangannya)

Dari wawancara diatas dapat dilihat bahwa tanggameb itu harus

benar-benar dimiliki oleh setiap pegawai dan mere&eus memiliki tanggung
jawab dalam melaksanakan pekerjaannya.

d. Kedisiplinan, Kesopanan dan Keramahan petugas

Kedisiplinan petugas pelayanan vyaitu kesungguhatugpe dalam
memberikan pelayanan terutama terhadap konsistemditu kerja sesuai
ketentuan yang berlaku. Peneliti menilai disipliarjawan dalam mematuhi
peraturan-peraturan yang ada dan melakukan pekesg@suai dengan perintah
yang diberikan. Sama halnya seperti yang diungkapkeh Bapak Mochamad
Thoha selaku staf di Dinas Kependudukan dan PatacatSipil Kota Malang
yang menyatakan bahwa:

“Dalam kedisiplinan petugas pelayanan, saya sddalwsaha untuk datang ke
kantor dengan tepat waktu dan tidak keluar kantengdn alasan pribadi,
begitupun juga dengan pegawai yang lainnya. Unéwk pulang kantor, kami
sebagai pegawai juga mengikuti peraturan yang keridengan melakukan hal
tersebut maka akan berakibat baik pada pekerjad&ardor.” (Wawancara pada
hari Jumat, 13 Januari 2012, Pukul 09.00 WIB, digzanya).

Hal tersebut dibenarkan pula oleh Bapak Rehman Nurmala, MM selaku

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Malang yang menyatakan
bahwa:

“Pegawai-pegawai di lingkungan Dinas Kependudukam EFlencatatan Sipil Kota
Malang saya rasa sudah cukup disiplin, merekat¢sladdap peraturan-peraturan
yang ada. Kami memiliki peraturan jam datang dalamu kantor yang sudah
ditetapkan. Maka seluruh pegawai termasuk saydwagnaatinya. Untuk urusan
keluar kantor pada jam kerja juga seperti itu, Kidada alasan pribadi yang
membenarkan mereka keluar kantor kecuali urusarg ysangat mendesak,
misalnya saja sakit. Dan itupun harus ijin dahulm guga harus mengikuti apel



terlebih dahulu.”(Wawancara pada Senin, 16 JanR@ii2, pukul 11.00 WIB,
diruangannya).
Selain dari pernyataan di atas disini penelitiajugelakukan wawancara

dengan beberapa masyarakat yang sedang mengurussédd@aimana yang
dipaparkan sodari wiwik bahwa:

“Menurut saya pelayanan yang dilakukan oleh petugspendukcapil sudah

bagus, saya dilayani dengan baik dan sopan. peiy@denar-benar memberikan
pelayanan yang bagus kepada saya, karena tadiygds@ung harus bagaimana
dan ngapain. Jadi di sini saya benar-benar diberpelayanan dengan baik.”
(Wawancara pada hari Senin 16 Januari 2012, pikQaboNIB).

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah gikian perilaku petugas dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat secara daparamah serta saling
menghormati dan menghargai. Di dalam suatu orgsinisaanapun sikap
kesopanan dan keramahan dalam memberikan pelaysaragat berpengaruh
dalam masyarakat, baik dan buruknya pelayanan gdmggikan pada masyarakat
tergantung pada petugas yang memberikan pelayagagad sikap sopan dan
ramah berdasarkan dengan kesopanan dan keramaighamas diterapkan oleh
pegawai dalam memberikan layanan.

Disini, Kepala Dinas Kependudukan dan PexiaatSipil Kota Malang Drs.
Bapak Rahman Nurmala mengatakan bahwa:
"Menurut saya, sikap dan perilaku pegawai disidadubaik dan selalu bersikap
sopan dan ramah dalam memberikan pelayanan kepasismrakat. Dan menurut
pengamatan saya selama ini tidak ada masalah yaergenaan dengan sikap
sopan dan ramah pegawai disini. Bahkan sebaikny@kaeselalu ramah dan
sopan serta sangat membantu masyarakat yang tidagemti prosedur dalam
mengurus kepentingan di Dinas Kependudukan danalaaa Sipil Kota Malang
ini. Kesopanan merupakan salah satu hal yang ssdala tekankan kepada para
pegawai, karena kami semua bekerja untuk melayasyanakat.” (Wawancara
pada hari Senin 16 Januari 2012, pukul 11.00 WiBJahgannya).

Dari uraian di atas diketahui bahwa penitgkekesopanan dan keramahan

pegawai merupakan salah satu faktor pendukung pedwya pelayanan yang



baik dan berkualitas. Hal ini dapat terjadi karpelyanan lebih difokuskan pada
kepuasan masyarakat pengguna jasa sehingga deamayassikap sopan, ramah,
bertanggung jawab serta tepat waktu dalam memberi@layanan maka

masyarakat akan lebih menghargai kepada aparats Degpendudukan dan

Pencatatan Sipil Kota Malang sehingga tidak mupewlilaian yang negatif dari

masyarakat.

e. Kenyamanan Lingkungan tempat pelayanan

Kenyamanan lingkungan yaitu kondisi, saralaa, prasarana pelayanan yang
bersih, rapi, dan teratur sehingga dapat memberikesa nyaman kepada
penerima layanan. Penyediaan sarana dan prasaiama sbiatu organisasi publik
sangat menentukan dalam menunjang peningkatannkpo@n pegawai dalam
bekerja. Apabila sarana dan prasarana kerja yaagadp memadai dan dalam
kondisi yang baik tentu akan sangat mendukung pata@an tugas. Tanpa sarana
dan prasarana yang memadai maka proses pelaksarngen pegawai-pegawai
tidak dapat berjalan dengan baik. Namun dari ke@atyang ada bahwa sarana
dan prasarana kerja pada Dinas Kependudukan daata&n Sipil Kota Malang
tidak cukup tersedia atau tidak dalam keadaan kaitingga dapat menghambat
dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.

Berdasarkan wawancara dengan kepala Dinpsri{eidukan dan Pencatatan
Sipil Kota Malang Bapak Drs. Rahman Nurmala, MMKegraan dengan sarana
dan prasarana, menyatakan bahwa:

"Tersedianya sarana dan prasarana kantor merupstkain hal yang sangat

penting dalam peningkatan kemampuan pegawai dakkerja. Tanpa adanya
sarana dan prasarana yang memadai maka pegawkintiesimal dan dalam



penyelesaian tugas akan cenderung terlambat. O#ébn& itu sarana dan
prasarana yang ada sangat berpengaruh terhadaglgsign tugas mereka,
sedangkan di Dinas Kependudukan dan PencatatdrK8ipi Malang sarana dan
prasarana yang ada saya rasa kurang memadai setkiadgng-kadang pegawai
dalam menyelesaikan tugasnya kurang dapat tepatuwagdn kurang optimal
karena adanya keterbatasan fasilitas kantor miaaylayng ada hanya memiliki
satu set yang hanya cukup untuk kegiatan harian seflangkan untuk kegiatan-
kegiatan di luar itu sangat merepotkan staff kaam jika terjadi kerusakan akan
membuat pekerjaan tertunda dan terganggunya pelayaablik, kurangnya
mobil dan motor dinas yang menyebabkan mobilitagap@i dalam pembinaan
dan pengawasan wilayah kurang maksimal mengindayah kerja yang begitu
luas.” (Wawancara pada hari Senin 16 Januari 2@L&ul 11.00 WIB, di
ruangannya).

Berkenaan dengan pentingnya keberadaan kempdan ditambahnya

kendaraan dinas juga diungkapkan oleh Ibu Ibu MamMRL. Tobing, SH, MM,
selaku Sektretaris Dinas Kependudukan dan Penna&pdl Kota Malang yang
menyatakan bahwa:

"Dalam penyelesaian tugas pemerintahan komputeyasgrenting, karena dengan
adanya komputer kita tidak usah repot-repot membugdt ataupun keterangan
lain mulai dari awal. Kita tinggal membuka file yaada dan merubahnya sedikit
sesuai dengan kebutuhan kita. Kerja kita lebih teg@am memberikan
pelayanan pada masyarakat ataupun membuat lapepad& atasan. Tetapi disini
komputer yang ada belum cukup memadai, seharusmyaeksi-seksi memiliki
satu set komputer sendiri sehingga dalam meny&hsaiugas tidak perlu
bergantian dan tidak terlambat dalam memberikaaypelan pada masyarakat.
Kendaraan dinas saya rasa juga perlu ditambahkéagna apabila ada acara ke
lapangan tidak cukup.” (Wawancara pada hari Rabdiahtiari 2012, pukul 09.00
WIB, di ruangannya).

Berdasarkan wawancara tersebut di atasardafiventaris sarana dan

prasarana dapat dikatakan sarana dan prasarananas Blependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Malang relatif cukup terseetapi kurang memadai, masih
jauh dari standar yang ada untuk mencapai hasiypean publik yang maksimal,
terutama komputer yang selayaknya tiap bagian meygpusatu set komputer
sehingga bagian satu dengan yang lain tidak stdimggnggu pekerjaannya hanya

dikarenakan pemakaian komputer yang bergantian.itlBBegiga dengan



menambah motor dinas dan mobil dinas sangat digeriuerutama untuk
pegawai yang sering bertugas di luar kantor atpangan sehingga masalah
jangkauan wilayah kerja bukan menjadi masalah yemly dirisaukan lagi.

f.  Akurasi

Akurasi berhubungan dengan apakah pelayanan publ#h diterima
dengan benar, tepat, dan sah sesuai dengan dafadiggumkan oleh masyarakat.
Kegiatan pelayanan publik yang dilakukan oleh Disjpk Capil Kota malang
telah sesuai dengan UU Republik Indonesia nomorte2in 2006 tentang
Administrasi Kependudukan, maka pelayanan publiseteut dikatakan sah
menurut hukum. Selain itu dalam hal penyelesaianbpmtan KTP, telah melalui
proses yang dilakukan sendiri oleh masyarakat ydingulai dari RT hingga
Kelurahan. Apabila terjadi kesalahan dalam peng@@s KTP maka biasanya
hanya berasal dari kesalahan dalam memasukkanatiatakesalahan penulisan
(human error ).

Berikut ini adalah hasil wawancara dengan Kepafte® Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kota Malang Drs. Bapak Rahamala yang menyatakan
bahwa:

“Menurut pengamatan saya dalam pelayanan publiknidsegala prosedur

berjalan sesuai dengan system dan peraturan peameryang berhubungan

dengan pelayanan publik. Tidak mungkin kami bekeigak sesuai dengan

undang-undang. Jadi dapat saya pastikan prosedombysgan KTP pada

Dispenduk Capil di sini bebas dari kesalahan katelaé sesuai dengan prosedur
yang dibuat oleh pemerintah. Apabila terjadi kesata itu mungkin hanya

kesalahan penulisan atau salah dalam memasukkah (fi¢dwancara pada hari

Senin 16 Januari 2012, pukul 10.00 WIB, di ruangann

Untuk memperkuat pernyataan dari Bapak Rahman Barnpeneliti

melakukan wawancara dengan salah satu masyarakat tgdah mengurus



pembuatan KTP. Berikut ini adalah pernyataan dapdk Mulyadi :

“Saya rasa ya gitu itu mas namanya bikin KTP, sugar kok KTP yang saya
bikin, sudah sesuai dengan data yang saya beskga,juga tidak dipungut biaya
apapun dalam pembuatan KTP saya ini.” (Wawancadla pari Senin 16 Januari
2012, pukul 10.00 WIB).

Dari pernyataan tersebut maka dapat diketahwivaagdembuatan KTP telah
sesuai dengan peraturan yang berlaku juga telabaiselengan data yang
diberikan oleh masyarakat yang akan membuat KTii. yiang disebutkan dalam
Peraturan Daerah Kota Malang nomor 2 tahun 200@ngnRetribusi Pelayanan
Pendaftaran Penduduk Dan Akta Catatan Sipil tei@nagpkan dengan benar. Di
mana dalam peraturan tersebut disebutkan bahwe y@onbuatan KTP tidak

dipungut biaya apapun bagi penduduk asli Indonesia.

g. Kecepatan

Kecepatan pelayanan merupakan target waktu pelaydazat diselesaikan
dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit pemgdaraan pelayanan. Setiap
masyarakat pengguna jasa pasti menginginkan se&ygman yang mudah, cepat
dan tepat waktu. Oleh karena itu pegawai Dinas Képdukan dan Pencatatan
Sipil Kota Malang dalam memberikan pelayanan hatuskelalu memperhatikan
hal tersebut agar masyarakat selaku pengguna m@sa @nerasa puas dengan
pelayanan yang diberikan.

Untuk mengetahui waktu yang diperlukan dalam mesgakan pelayanan
di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota aMgal peneliti
mewawancarai |lbu Martha MRL. Tobing, SH, MM, selaBekretaris Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang damgomgkapkan bahwa :

"Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KotdaM@ ini terdapat banyak



sekali jenis pelayanan. Untuk menyelesaikan tugganian ini dibutuhkan waktu
yang beragam. Jika jenis pelayanannya bersifatrisada misalnya pembuatan
KTP sebenarnya dapat diselesaikan dalam waktu 1880it. Namun sesuai
dengan peraturan yang telah dibuat bahwa pelaydm@&minimal diselesaikan
dalam waktu 2 hari kerja dan jika ada kendala yadangkala terjadi, misalnya
kerusakan komputer maka dapat selesai lebih daduwang telah ditentukan
(2hari kerja), serta untuk pembuatan KTP di Dinepé&hdudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Malang tidak ditarik biaya.” (Wawancapada hari Rabu 11 Januari
2012, pukul 09.00 WIB, di ruangannya).

Dari penjelasan Sekretaris Dinas Kependudukan darca®atan Sipil Kota

Malang tersebut terlihat bahwa waktu yang dibutahkmtuk menyelesaikan
masing-masing jenis layanan sebenarnya adalah b pu jadi. Namun sesuai
peraturan, minimal KTP jadi dalam waktu 2 hari &e\danya keterlambatan
dalam proses pelayanan terkadang juga bisa te§attagaimana dijelaskan oleh
beliau bahwa :

"Dalam mengerjakan tugas layanan kami akan berusahduk
mengerjakannnya semaksimal mungkin agar penyetesaadapat tepat
waktu sesuai dengan yang dijanjikan. Akan tetapikimencapai hal tersebut
terkadang ada saja hambatannya. Hambatan tersehkithinya datang dari
pihak kelurahan tetapi juga sering datang darikpinasyarakat sendiri yang
kurang teliti dalam melengkapi persyaratan yangimiai’ (Wawancara pada
hari Senin 9 Januari 2012, pukul 11.00 WIB, di gamya).

Dari penjelasan tersebut bahwa adanya ketddtan dalam penyelesaian
tugas disebabkan oleh banyak hal dan yang seringditeketerlambatan itu
disebabkan oleh masyarakat itu sendiri yang kureatij dalam melengkapi
persyaratan yang diminta.

Berkaitan dengan kecepatan waktu pelayanamkut ini adalah hasil
wawancara peneliti dengan Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil
Kota Malang Bapak Drs. Rahman Nurmala, MM bahwa:

"Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat &kam berupaya untuk

selalu tepat waktu dalam menyelesaikan tugas. Umhewujudkan hal

tersebut kami berusaha langsung mengerjakan tumas yenjadi tanggung
jawab kami tanpa harus ditunda-tunda lagi, namumngi@li ada saja



hambatannya. Dan memang jika hambatan tersebusdbetari pihak kami
untuk menghindari kesalahpahaman maka pihak kalak segan-segan untuk
memberitahukan perihal keterlambatan tersebut.Wsveara pada hari Senin
9 Januari 2012, pukul 11.00 WIB, di ruangannya).

Dari penjelasan Kepala Dinas KependudukanGitatan Sipil Kota Malang
tersebut dapat diketahui bahwa upaya Dinas Kepen@uddan Pencatatan Sipil
Kota Malang dalam meningkatkan kualitas pelayanaiilp diantaranya melalui
pemberian pelayanan yang tepat waktu. Dan berkaiésmgan ketepatan waktu
pelayanan pegawai Dinas Kependudukan dan Penca&ifan Kota Malang
berupaya untuk langsung mengerjakan tugas tersema menunda-nunda
terlebin dahulu dan untuk menghindari adanya kégpalsaman akibat
keterlambatan dalam penyelesaian tugas maka paeavpe tidak segan-segan

untuk memberitahukan perihal keterlambatan tersebut

h. Ketepatan

Melihat kedisplinan dari segi ketepatan waktu dalamenyelesaikan
pekerjaan adalah waktu yang digunakan seorang @egialam melaksanakan
tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Fungsi lam leetepatan waktu dalam
menyelesaikan pekerjaannya sangat diperlukan unsakmemberikan pelayanan
prima kepada masyarakat.

Berkaitan dengan disiplin yang harus dimiliki oledparat Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang dalengemban tugasnya,
peneliti mewawancarai Ibu Martha MRL. Tobing, SHMMselaku Sekretaris
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Matasggungkapkan bahwa :

"Menurut pandangan saya, pegawai di lingkungan ®ikependudukan dan

Pencatatan Sipil Kota Malang dalam melayani maggaraudah memiliki
tanggung jawab terhadap tugas yang diembannya isésmgan bidang



masing-masing. Hal ini dapat dibuktikan dengan elesaikannya tugas
pekerjaan sesuai atau tepat dengan beban tugasgamaasing. Jarang sekali
saya temui adanya pegawai yang sengaja menundanpeicerjaan. Dan
kalaupun ada sedikit keterlambatan itu lebih dib&ba karena ada kesalahan
teknis misalnya saja bagian pembuatan KTP, meredsrasnya dapat
mengerjakan pekerjaan tersebut selesai tepat waktnamun karena ada
kerusakan pada komputer maka tidak dapat cepaasat@mun jika tidak ada
halangan mereka akan segera menyelesaikannya gahioagi orang yang
membuat KTP tidak perlu menunggu lama-lama.” (Wanasa pada hari Rabu
11 Januari 2012, pukul 09.00WIB, di ruangannya).

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwagawai Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang nikeénkiésadaran diri dan

bertanggung jawab dalam pekerjaannya, sehinggarjpekelikerjakan tepat

waktu. Agar lebih meningkatkan disiplin dan tanggyawab pegawai dalam

mengemban tugas, terdapat beberapa cara yang ssaapani masih diterapkan

oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Katéah. Berikut ini adalah

penjelasan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencagifh Kota Malang

Rahman Nurmala, MM berkaitan dengan hal tersebut :

"Dalam meningkatkan tanggung jawab dan disiplingvesy terdapat beberapa
cara yang selalu saya gunakan yaitu pertama salgdu seiengadakan
pendekatan pada pegawai terutama kepada pegawagikysang tanggung
jawab terhadap tugasnya, dengan pendekatan tersapatsisipkan sedikit
masukan-masukan atau saran sehubungan tugas yasgnmereka kerjakan.
Sedangkan cara yang kedua yaitu melstaif meetingatau rapat staff dimana
di dalam rapat tersebut selain membahas mengepi&i permasalahan atau
rencana-rencana ke depan, namun juga saya tambakkanapa saran dan
masukan-masukan berkaitan dengan pelayanan yamg kd#erapkan oleh
seluruh pegawai. Dan cara ketiga yaitu cara ekatelimana dalam pihak ini
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malamgngikutkan
beberapa pegawai dalam kegiatan pembinaan danhpelatang biasanya di
dalamnya disisipkan pengarahan-pengarahan yang aitsrk dengan
peningkatan pelayanan.” (Wawancara pada hari S&danuari 2012, pukul
11.00 WIB, di ruangannya).
Sopan santun dan ramah tamah

Kesopanan dan keramahan dalam bersikap harusikiimiéh seluruh

petugas pelayanan publik. Keramahan, meliputi lkasat) perhatian dan



persahabatan dalam kontak antara petugas pelagamapelanggan. Keramahan
hanya perlu jika pelanggan termasuk dalam konsuwoghkret. Sebaliknya, pihak

penyedia layanan tidak perlu menerapkan keramalary yberlebihan jika

layanan yang diberiakan tidak dikonsumsi para mglan melalui kontak

langsung.

Hal ini untuk mendukung peningkatan kualitasapahan publik itu
sendiri, dengan kesopanan dan keramahtamahan ykmkgkén oleh pegawai
pelayanan publik maka akan meningkatkan kepercayaasyarakat terhadap
kinerja para pegawai. Apabila petugas pelayandmikpdapat bersikap dengan
baik kepada masyarakat tanpa membedakan satu sammdka akan tercipta
interaksi yang baik antara masyarakat dan petugekingga pelayanan publik
akan berjalan dengan lancar dan mempermudah peaigateprosedur pelayanan.

Untuk mengetahui keadaan di lapangan apakah miiikesopanan telah
diterapkan oleh petugas pelayanan publik Dinas Keépaukan dan Pencatatan
Sipil Kota Malang, maka peneliti mewawancarai bepearinforman. Berikut ini
adalah informasi dari salah satu sumber yaitu Bpkbby Andrianto selaku staf
pelayanan publik :

“ Saya selalu melayani masyarakat dengan baik daans karena tugas saya
memang melayani masyarakat, hal itu juga berkaiéargan profesionalisme saya
sebagai petugas pelayanan publik. Saya rasa ddrggaikap sopan masyarakat
juga akan lebih menghargai dan menghormati kanaksepetugas. Pokoknya
menurut saya, saya sudah melakukan yang semaksimaigkin buat
masyarakat.” (Wawancara pada hari Senin 9 Janpakul 10.00 WIB, di
ruangannya).

Berdasarkan informasi tersebut maka dapat didkapubahwa petugas

pelayanan publik mengerti akan tugas mereka sepestessional, sehingga

mereka mampu bersikap sopan demi kenyamanan dancleebn bersama dalam



proses pelayanan publik.

Selain dari informasi tersebut, peneliti juga rkelkean wawancara dengan
beberapa masyarakat yang sedang mengurus pembKaianuntuk lebih
menguatkan pernyataan dari petugas dan mencarinkebe dari pernyataan
petugas tersebut. Berikut adalah pernyataan ddarsKartika :

“Menurut saya sudah baik pelayanan yang dilakukeh petugas, saya dilayani

dengan baik dan sopan. petugasnya benar-benar rabkga saya, karena

tadinya saya memang bingung harus kemana dan mgdpali di sini saya benar-
benar dibantu dengan baik.” (Wawancara pada hainSks Januari 2012, pukul

10.00 WIB).

Berdasarkan dari hasil wawancara di atas dapatnpligkan bahwa
kesopanan telah benar-benar diterapkan oleh pdumgse pelayanan publik di
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malgaga petugas telah
paham betul dengan tugas dan tanggung jawab mamsgg untuk melayani
masyarakat dengan optimal.

4.2.2 Faktor penghambat dan pendukung Penyelenggaraan Admistrasi
Kependudukan dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Pehyanan
Publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Malang:

1) Faktor penghambat

Internal

Faktor internal yang menghambat kinerja pelayan@P Kada Dispenduk Capil

Kota Malang sangat jarang ditemui. Adapun faktongbembat yang ada

misalnya terletak pada kedisiplinan pegawai. Tisekua pegawai pada dinas ini

selalu disiplin dan tepat waktu dalam memulai pgleer setiap harinya. Hal ini



dikarenakan oleh perbedaan kepentingan dari masasing pegawai sebelum
memulai pekerjaan.

Dapat dilihat dari hasil wawancara berikut ini d@ndgapak Rahman Nurmala :
"semua pegawai di sini cukup disiplin, namun tegkagl ada saja keterlambatan,
semua itu hanya kesalahan kecil yang dapat sayédumakioh setiap manusia
punya urusan masing-masing dan kadang tidak terd(dé@awancara pada hari
Senin 16 Januari 2012, pukul 10.00 WIB).

Selain dari masalah tersebut, hal lain yang merkaeddala adalah masalah
akurasi, kekurangtelitian pegawai dalam memasukiaa masyarakat sehingga
ketika proses pembuatan KTP selesai terdapat Ebé&rduhan dari masyarakat
mengenai kesalahan penulisan dalam KTP tersebut.
2)Faktor pendukung

1) Internal
a) Adanya kerjasama antar pegawai yang ada di Dingeidudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Malang
Faktor internal dalam mendorong melaksanakan petaydemi kepuasan
masyarakat seperti adanya kerjasama antar pegdalani dari hasil wawancara
dengan Ibu Martha MRL. Tobing, SH, MM, selaku se&ris Dinas, sebagai
berikut:
“faktor pendorong internal dari dispenduk capil ukntmnemberikan pelayanan
yang terbaik adalah adanya kerjasama antar pegsamai saling melengkapi.”
(wawancara dilakukan pada hari senin 9 Januari,28kul 10.00)
Agar kinerja pegawai tersebut bagus dalam membeniiedayanan harus

adanya kerjasama antar pegawai agar masyarakabkaagelayanan dispenduk

Capil Kota Malang.



b) Adanya sumber daya manusia yang terampil, inovptibfesional dan
berpendidikan.

Di dalam dinas pegawai harus mempunyai teknik darpeémdidikan,
karena di dalam Dispenduk Capil telah mengadakandigid&an dan bimbingan
tentang program SIAK ( Sistem Informasi Administidependudukan). Hasil ini
sesuai dengan yang diungkapkan oleh Ibu Martha Miehing, SH, MM, selaku
Sekretaris Dinas Kependudukan sebagai berikut :

“Dispenduk Capil Kota Malang untuk meningkatkan SOiMgawainya telah
mengadakan pendidikan dan bimbingan teknik tenfaogram SIAK. Hal ini

dilakukan agar pelayanan di Dinas ini bisa maksirs@suai dengan yang
diharapkan.” (wawancara dilakukan pada hari Seriarfuari 2012, pukul 10.30)
Untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada amakst, pegawai harus

mengikuti pendidikan dan bimbingan yang diadakahdbispenduk Capil agar

pelayanan dapat berlangsung cepat.

c) Adanya sarana dan prasarana pendukung yang memadai.
Mengenai sarana dan prasaran di Dispenduk Capid Kwalang selalu,
senantiasa meningkatan dan memelihara fasilitag yala guna menunjang
kinerja pegawai dalam memberikan pelayanan kepaasyanakat. Hal ini
dikemukakan oleh Bapak Rahman Nurmala selaku Kepapenduk Capil
Kota Malang sebagai berikut :
“sarana dan prasaran di Dispenduk Capil di Kotaak@lsudah sangat memadai
menurut saya, dengan adanya 25 unit computer dntah, sudah cukup untuk
melayani masyarakat di Kota Malang.” (Wawancaraaphdri Senin 16 Januari
2012, pukul 10.00 WIB).

Agar pegawai dapat melayani masyarakat secara aptinaka sarana dan

prasarana misalnya komputer yang memadai sehinglgggnan pembuatan KTP



dapat berlangsung dengan cepat dalam pengolahanJilelah computer pada
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malangstbertambah sejak tahun
2006 yang semula hanya berjumlah 8 unit computemaienjadi 25 unit di tahun

ini. Jumlah ini cukup memadai untuk kualitas peteayang maksimal.

2) Eksternal
a) Adanya Peraturan Daerah Kota Malang nomor 2 tah@8 2entang
Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dan Aktatgh Sipil

Wawancara tentang faktor pendorong eksternal, telatapat hasil
wawancara dengan Bapak Drh. Yudi Broto, MH selakapda Bidang
Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatank®iai Malang sebagai
berikut :

“kalau faktor eksternalnya sudah dijelaskan di Resm Kota Malang nomor 2
tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan PendafReaduduk Dan Akta Catatan
Sipil yang mana dalam peraturan-peraturan terstebcakup beberapa pedoman
dan dasar hukum yang jelas dalam memberikan peday&ependudukan.”
(wawancara dilakukan pada senin 9 Januari 2012)Idik30)

Dalam pernyataan tersebut telah jelas bahwa dalalakukan pelayanan,
Dispenduk Capil Kota Malang mengacu pada dasar rhulgang jelas yaitu
PERDA no. 2 tahun 2008 tentang Retribusi Pelay&endaftaran Penduduk dan
akta Catatan Sipil. Hal ini mendorong terciptanydapanan yang benar dapat
diterima umum, tepat, dan sah menurut hukum.

4.3 Analisis dan Interpretasi Data
4.3.1 Bagaimana Penyelenggaraan Administrasi Kependukan pada Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang dalamrangka

meningkatkan pelayanan publik yaitu



1. Kesederhanaan Prosedur pelayanan

Prosedur pelayanan merupakan kemudahan tahapayameha
yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari kesederhanaan alur
pelayanan. Prosedur pelayanan di Dinas Kependuddi&anPencatatan
Sipil Kota Malang sebenarnya tidaklah rumit. Yaamé biasanya adalah
proses mengurus di kelurahan, kesalahan teknis gaaiukan pegawai
atau kurang lengkapnya syarat yang dibawa oleh anakgt sehingga
menunda kelancaran pelayanan. di Dinas Kependudd&anPencatatan
Sipil Kota Malang prosesnya sebenarnya hanyalahgisiedormulir
pendaftaran dengan membawa semua persyaratahsitedidaftarkan
kepada bagian pelayanan KTP dan langsung dapanguaikan kantor
karena biasanya KTP dijanjikan selesai dan dapankil pada 2 hari

mendatang atau bisa lebih lama lagi tergantungsitu

Menurut keterangan dari beberapa masyarakat yaagydi oleh
peneliti, surat keterangan dari RT, RW kemudianawié kepada
kelurahan. Setelah mengisi formulir yang ada ladrudidapatkan surat
pengantar untuk ke kantor kecamatan dan yang mabiah masyarakat
menilai prosedur terlalu berbelit-belit adalah pemtan KTP tersebut
dibuat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Siplingga masyarakat
merasa pembuatan KTP yang semestinya dapat dilakdéagan cepat
menjadi kurang efektif. Hal ini dikarenakan beluemtu Ketua RT, RW
dan Lurah ada di tempat. Apalagi jarak yang ditemplari rumah,
kelurahan, kecamatan lalu ke Dinas KependudukanRdantatatan Sipil
juga tidak berdekatan sehingga menyebalikdden cost(transportasi).
Proses pelayanan KTP di Dinas Kependudukan daraRdan Sipil Kota
Malang adalah pertama-tama ke loket penerimaan #iamumasuk ke
dalam pemrosesan yang meliputi entri data kemukkalkasi Pendaftaran
penduduk untuk validasi berkas permohonan kemugéererbitan yang

ditujukan kepada Kabid Kependudukan untuk paratidwn kemudian ke



kepala dinas setelah itu sekretariat dan setellsasedapat diambil di

Loket Pengambilan.

Masih adanya masyarakat yang kurang paham terhaaeedur
pengurusan KTP juga mendorong masyarakat memilksgpsi yang
rendah terhadap prosedur pelayanan di unit ini. Megrbiaya pembuatan
KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ké#dang adalah
gratis, namun masih adanya pemungutan liar jugapa&an praktik yang
tidak mempermudah prosedur dalam memberikan pedayaKarena
ketidakjelasan prosedur dalam pelayanan inilahattakg masyarakat
menyerahkan proses pembuatan KTP pada aparat tegsum bahkan
calo.

Hal yang terkadang masih sering terjadi di Dinapdfeludukan
dan Pencatatan Sipil Kota Malang belum sesuai dengga yang
dijelaskan oleh Syamsiar (1983:15) administrasiaddeangkaian kegiatan
usaha kerja sama manusia secara rasional ataenefisituk mencapai
tujuan tertentu yang sudah ditetapkan. Dengan dam#pabila penyedia
dan pemberi layanan KTP ingin memberikan pelayarsarg baik maka
prosedur pelayanan harus sesingkat mungkin tanparatai birokrasi

yang mempersulit.

. Kejelasan Persyaratan teknis administrafit, Unitrjddpejabat yang
berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikapgman

Yang dimaksud dengan kejelasan adalah semua hal lyarkaitan
dengan prosedur dan tata cara pelayanan, persygpatayanan (baik
teknis maupun administratif), rincian biaya/tasérta jadwal yang sudah
dijelaskan dalam tata cara pembuatan KTP. Masyatakais memenuhi
segala prosedur tersebut, dengan juga memenuHasggayaratan yang

ada, serta melengkapi segala perlengkapana sebgai@t pengurusan



KTP.

Selain itu kejelasan berupa tanggung jawab olebhgast itu sendiri
juga harus lebih ditingkatkan. Petugas harus méndengan tugas dan
wewenangnya dalam pelayanan publik. Dalam banyakskamasyarakat
masih banyak yang mempercayakan atau menitipkesaonya dalam hal
membuat KTP kepada orang dalam. Hal ini menandakdmva petugas
masih kurang jelas dalam melaksanakan tugasny& umelayani publik.
Namun di masa sekarang ini petugas lebih profekiaf@ngan
pekerjaannya sesuai dengan misi Dinas KependuddkanPencatatan
Sipil yang berusaha memberikan pelayanan primadeepwsyarakat.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tanggunghbapegawai
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Matanigh cukup dan
kejelasan peran telah ada perubahan ke arah ydnlg baik untuk
meningkatkan kinerja pegawai dalam memberikan pelay publik.
Kejelasan petugas pelayanan KTP ini dimulai daosps pertama kali di
RT/RW kemudian ke kelurahan dan berakhir di Dinapéhdudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Malang. RT telah memiliki greluntuk membuat
surat pengantar permohonan KTP dan RW yang medégsiirat tersebut.
Hal ini dikarenakan RT dan RW lah yang lebih meagei apakah si
pemohon KTP tersebut benar-benar warganya sehihgigia valid.
Kemudian kelurahan memiliki peran untuk melegalisodata dan tidak
memiliki kewenangan untuk mengurus KTP namun teakgdkelurahan

menawarkan untuk pelayanan KTP namun dengan mesejuenlah uang



tertentu. Hal tersebut jelas tidak sesuai dengan teirokrasi dari Weber
yang menjelaskan bahwa seharusnya seorang apgmaltlik itu ada
pembagian tugasnya, masing-masing bagian bekesjzaiséengarrule
dan seharusnya tidak mengenal satu sama lain. pasgamatan yang
telah dijelaskan di atas sesuai dengan definisriastini muncul di
samping sebab seperti telah dipaparkan di atasbalikan pula oleh
perbedaan visi pencetusnya dan perbedaan kondig gidnadapi oleh
administrasi itu sendiri (Zauhar, 1996, hal. 59)lak dibenarkan apabila
seorang pegawai menggantungkan tanggung jawab jpakeya kepada
pegawai ataupun instansi lain karena setiap pegataipun sebuah
instansi telah memiliki tanggung jawab dan tugasinggamasing yang
diatur secara jelas. Pembagian tugas tersebut nyaruguga lebih
diperhatikan karena saya masih melihat di Dinas eldpdukan dan
Pencatatan Sipil Kota Malang sebagian pegawai yida§ begitu banyak
pekerjaan dan sebagain dari mereka memiliki bapelerjaan. Dengan
demikian akan berpengaruh terhadap kinerja mers&alah pekerjaan
yang ada dikerjakan dengan profesional dan dengdsimal tetapi hasil
yang akan ada belum bisa maksimal.
. Tanggung jawab petugas;

Tanggung jawab petugas pelayanan merupakan kejelasavenang
dan tanggung jawab petugas dalam penyelenggaraamelayelesaian
layanan. Tanggung jawab bukanlah sebuah bebansetigp Pegawai

Negeri Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatanl ipta Malang



melainkan sebuah kewajiban yang harus diselesakarsepsi kepuasan
masyarakat yang rendah terhadap tanggung jawalygoela KTP di
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mattapat dikatakan
belum maksimal. Hal ini dikarenakan masyarakat Mmasienjumpai
pengurusan KTP yang seharusnya gratis tetapi mmasimnbayar. Sikap
petugas yang mendahulukan orang yang dikenalnyardahtrian adalah
salah satu bentuk perilaku yang tidak bertanggamgp petugas sebagai
abdi masyarakat yang semestinya harus melayani arsdsyt sebaik
mungkin. Keterlambatan petugas juga menunjukkamaktidanggung
jawabnya pegawai terhadap tugas yang harus digedasdengan tepat
waktu.

Selain itu masyarakat menilai pengurusan yang merj@n jasa
orang dalam lebih cepat daripada mengurus sendya jmemberikan
persepsi bahwa petugas pelayanan tidak menjalankas yang menjadi
kewajibannya. Bentuk lainnya misalnya adalah dalammberikan
pelayanan dilakukan dengan mengobrol dengan pedaiwailan bermain
ponsel. Petugas seharusnya memahami bahwa bemiggutey jawab
terhadap pelayanan kepada masyarakat ditunjukkagadesikap prima
dalam memberikan pelayanan dan tidak menyepelekayarakat dengan
kesibukan karena tidak ada kaitannya dengan tugdaygman yang
diterima oleh masyarakat. Menurut (Moenir, 2000:123), suatu
pelayanan akan terlaksana dengan baik dan memuagkdnila didkung

oleh faktor kemampuan dan keterampilan yang sesd@ngan



tugas/pekerjaan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Kedisiplinan, Kesopanan dan Keramahan petugas

Kedisiplinan petugas pelayanan yaitu kesunggybtetngas dalam
memberikan pelayanan terutama terhadap konsistaidu kerja sesuai
ketentuan yang berlaku. Seorang pegawai dikathkakualitas apabila
dalam melaksanakan pekerjaannya sesuai dengarnkegeaayang telah
ditentukan atau disiplin, pekerjaan yang dikerjatagp dan teliti. Keadaan
pegawai pada Dinas Kependudukan dan PencatatahKsia Malang
dapat dilihat dari bukti-bukti yang ada sesuai @engwawancara
memperlihatkan bahwa dalam melakukan pekerjaanrgraka tergolong
rapi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kerapianjakgregawai
dinyatakan memadai dan berdasarkan data-data nad&mayatrata-rata
cukup rapi.

Selama observasi rara-rata pegawai Dinas Kependaduttan
Pencatatan Sipil Kota Malang disiplin dalam mematpleraturan-
peraturan yang ada. Hanya sebagian kecil sajantzieka yang kurang
mematuhi peraturan-peraturan yang ada, misalnyaakedantor di jam
kerja, bukan untuk kepentingan kantor tetapi urkegentingan pribadi.
Ketaatan yang terkecil adalah berusaha datang demg kantor tepat
pada waktunya, mengikuti apel pagi. Jika hal tarseja sudah diabaikan
mereka juga bukan tidak mungkin mengabaikan hal yiabih besar
seperti tugas dan tanggung jawab mereka sebagawBedlegeri Sipil.

Tetapi untuk sebagian besar pegawainya telah metgilkraturan yang



sudah ada dengan datang dan pulang kantor tepat wwaktunya serta
mengikuti apel pagi setiap hari kerja. Dan apafia yang melanggar pun
belum ada tindakan disiplin yang bersifat tegas.

Hal di atas belum sesuai dengan pendapaibiiayis (1995:205),

bahwa upaya yang dapat ditempuh dalam penegakg&gutirdi yaitu:

1) Disiplin Sebagai Pencegahan

Merupakan usaha untuk mendorong pegawai agar
mematuhi peraturan yang ada dalam organisasi, ggdnitidak
terjadi pelanggaran, caranya dengan mendorong tunybdu

disiplin diri.

2) Disiplin Sebagai Koreksi

Adalah tindakan terhadap pelanggaran, tujuannydalada
untuk mendidik agar tidak terjadi pelanggaran daem pegawai.
Oleh karena itu, dalam penjatuhan hukuman perlertdipbangkan
seobyektif mungkin dengan derajat pelanggarannysingga
pegawai yang bersangkutan tidak mengulang kesalgsdram sama
dan setiap pegawai dapat merasakan keadilan dajatydean
hukuman disiplin dilakukan secara hierarkis, yartghya pejabat
yang berwenang menjatuhkan hukuman ditentukan bletat

tingginya pelanggaran.



Yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Petarat&ipil Kota
Malang baru dalam tahap disiplin sebagai pencegaagm dan belum
merealisasikan disiplin sebagai koreksi sehinggang maksimal dalam
penjatuhan sanksi bagi pegawai yang melanggar. ikspahl ini tidak
berusaha untuk diperbaiki maka kurang ada sikaplidisdan tanggung
jawab yang baik dari pegawai karena merasa tidak akatuhi hukuman

apabila melakukan kesalahan.

Kesopanan dan keramahan merupakan sikap dan pendatugas
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat ssm@aa dan ramah
serta saling menghormati dan menghargai. Disamipargs bertanggung
jawab dalam melaksanakan tugas, pegawai juga ditumtuk bersikap
ramah dan sopan dalam menjalankan tugas layanagaDesikap ramah
dan sopan dalam memberikan pelayanan tentu saa b&rdampak
positif bagi individu atau pegawai itu sendiri manpagi instansi terkait.
Bagi individu atau pegawai tentunya dia akan meatkam kesan tersndiri
dari masyarakat yang merasa puas dengan layangntgian diberikan
dan bagi instansi tentunya akan menambah citraddailata masyarakat.

Dari hasil observasi dan wawancara peneliti, batmgkat kesopanan
dan keramahan pegawai Dinas Kependudukan dan Reacaipil Kota
Malang dalam memberikan pelayanan pada masyarakkhsbaik itu
artinya bahwa pelayanan yang diberikan oleh pargawai dalam
melayani masyarakat telah dilakukan dengan sopanramah. Hal ini

juga dapat dilihat dalam tabel 15 dimana dalam |tabesebut dapat



diketahui penilaian masyarakat terhadap tingkatahan dan kesopanan
pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipila Kidialang
diketahui bahwa dari 20 orang responden, 11 ortalg%b % menyatakan
bahwa pegawai Dinas Kependudukan dan PencatatdnkK8tp Malang
dalam memberikan pelayanan sangat sopan dan r@mahng atau 45 %
menyatakan dalam memberikan pelayanan pegawai Biependudukan
dan Pencatatan Sipil Kota Malang kurang sopan.

Berdasarkan uraian sebelumnya dapat diketahui balegawai Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang data@mberikan
pelayanan selalu berusaha bersikap ramah dan sopbmurut
(Dwiyanto,dkk 2002) keluhan warga sering munculajugarena cara
pelayanan yang mereka terima seringkali melecehiatabatnya sebagai
warga negara. Para pejabat birokrasi yang meneneuéka seringkali
menganggap pengguna layanan sebagai klien yang atenkian bantuan
sehingga harus tunduk pada kemauan para pejabdaya pengguna
layanan sering kali tidak memiliki banyak ruang d@&sempatan untuk
merespon secara wajar perlakuan buruk yang ditesiena

Dan berdasarkan pengamatan peneliti memang bemayay telah
diungkapkan oleh Kasi Pemerintahan dan sebagiaar bessyarakat
bahwa secara umum tingkat kesopanan dan keramatgawai Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang sudéh dan tidak
perlu diragukan lagi karena memang kenyataannyarig#n yang terjalin

antara masysarakat dan para pegawai Dinas Kepekaludian Pencatatan



Sipil Kota Malang tidak lagi seperti pelayan darapggan, akan tetapi
dalam interaksinya yang terjadi adalah suasanaglkaigaan.

Menurut peneliti suasana tersebut harus terus tdipgmkan dan
ditingkatkan lagi karena meskipun secara umum #ihdgdesopanan dan
keramahan pegawai Dinas Kependudukan dan Pencagipin Kota
Malang sudah dapat dikatakan baik tetapi kekuraskg@&arangan pastilah
ada meskipun itu hanya dilakukan oleh segelintangr dan dilakukan
tanpa sengaja terutama yang menyangkut tingkatpkesm pegawai
karena peneliti masih menjumpai adanya sedikit iaa@han yang masih
dilakukan oleh beberapa pegawai di Dinas Kependaalan Pencatatan
Sipil Kota Malang. Kecerobohan tersebut antara daianya pegawai yang
bergurau dengan suara keras padahal saat itu madaimasyarakat yang
sedang mengurus kepentingan. Hal ini tentunya edemciptakan suasana
gaduh dan terkesan kurang tertib serta tidak sopan.

Dari berbagai uraian mengenai peningkatan kesopdaarkeramahan
dalam memberikan pelayanan, secara umum dapatakidaatbahwa
tingkat kesopanan dan keramahan pegawai Dinas ldepekan dan
Pencatatan Sipil Kota Malang adalah sangat baikaugain ada
kekurangan itupun hanya dilakukan oleh segelinting saja. Dan untuk
itu perlu adanya upaya dari Pemerintahan Dinas Kaymukan dan
Pencatatan Sipil Kota Malang disamping upaya-upgsmag telah ada
untuk lebih menertibkan mereka dengan lebih seringngadakan

pendekatan-pendekatan untuk memberikan masukamatahat kepada



pegawai yang tidak tertib sehingga akan memberielayanan yang
berkualitas.
. Kenyamanan Lingkungan tempat pelayanan

Kenyamanan lingkungan vyaitu kondisi, sarana, damasgana
pelayanan yang bersih, rapi, dan teratur sehinggatdmemberikan rasa
nyaman kepada penerima layanan. Para pegawai Oepgatja secara
dinamis dan kreatif apabila didukung oleh tersegharsarana dan
prasarana kerja yang memadai. Karena penyediaanasaan prasarana
dalam suatu organisasi publik sangat menentukdamdanenunjang
peningkatan kemampuan pegawai dalam bekerja, n@izla sarana dan
prasarana kerja yang ada cukup memadai dan dadaciisk yang baik
tentu akan sangat mendukung pelaksanaan tugas.ki@enpula
sebaliknya tanpa sarana dan prasarana yang memaala proses
pelaksanaan tugas pegawai-pegawai tidak dapatldrergengan baik.
Menurut (Dwiyanto,dkk.2007) dijelaskan bahwa kelz@n loket di
desain agar aparat dapat duduk dengan nyaman saralaiyani warga,
sementara kenyamanan warga pengguna tidak digexhageperti harus
berdiri atau membungkuk ketika berkomunikasi denggarat yang

bertugas di loket.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti daelt&bDaftar Inventaris
Sarana dan prasarana yang ada di Dinas Kependudizka®encatatan
Sipil Kota Malang relatif cukup tersedia akan tétapasih kurang

memadai untuk mencapai hasil pelayanan publik yaaksimal, terutama



komputer yang selayaknya tiap bagian memiliki sagt komputer
sehingga bagian yang satu dengan yang lain tidéikgséerganggu
pekerjaannya hanya dikarenakan pemakaian kompuateg ypergantian,
begitu juga dengan penambahan motor dinas dan nadifels sangat
diperlukan terutama untuk petugas lapangan yanggseertugas di luar
kantor, bukan menjadi masalah yang perlu dirisalikgin Kemudian yang
banyak dirisaukan oleh masyarakat adalah kecilrgapat sehingga
membuat berdesak-desakan di area loket apabila angnglan kurang
dinginnya ruangan sehingga menimbulkan banyak nmnakgt yang
mengeluh kepanasan dan masyarakat menjadi tidd&yder secara

maksimal. Hal tersebut selaras dengan pendapateDvaydkk.

. Akurasi

Hingga pada saat ini kejadian kesalahan penulgaaa KTP
jarang terjadi, Dalam upaya peningkatan akurasiaygelan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, mditakukan
pengoptimalan  penggunaan teknologi dalam Sistem orrrdsi
Administrasi Kependudukan (SIAK), agar proses pesidou surat
kependudukan sesuai data penduduk pada formuldgf@man yang telah
dilampirkan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkanaktas pelayanan
pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yangribatasi pada

kepuasan masyarakat.

Dalam memberikan pelayanan KTP, pihak dari Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah menyediskaana Sistem



Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yaitu ngan adanya
kelengkapan seperti: AC, komputer, handycam, fdgimnstalasi listrik
dimana kesemuanya telah dapat diterima 100% detgdky sarana
tersebut guna menunjang kualitas pelayanan kepadyarakat, dengan
adanya sarana SIAK, dimana 90.000 lebih set formpéndaftaran
penduduk telah tersedia, dan siap diberikan kepadayarakat yang
berkepentingan untuk melakukan kepengurusan KTP digrat dengan
mudah diaskes oleh masyarakat yang membutuhkaminSgl juga
dilakukan pengoptimalan penerima restribusi padanyg kependudukan
dan pencatatan sipil, mengenai pemberian instdatin pengolahan data
oelh petugas dalam penyediaan blanko pembuatan KiifRana
penerimaan restribusi biaya cetak KTP telah meiahilyet yang telah
ditetapkan. Berarti dengan melihat kondisi terselilapat dikatakan
perubahan pelayanan pada Dinas Kependudukan datBemcSipil Kota
Malang telah berhasil, peningkatan kualitas pelagaprima telah terjadi
pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipal Katankl, sehingga
masyarakat tidak merasa terbebani atau merasa ikdirugdalam
pengurusan KTP. Hal tersebut merupakan bukti upagak merombak
atau melakukan informasi dari segala bidang, ukepuasan pelanggan
atau masyarakat. Secara keseluruhan proses dalgiatake administrasi
pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Katarg telah sesuai
dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 11 tahun92@éntang

Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependuddkdmnngkungan



Pemerintah Kota Malang.
. Kecepatan

Kecepatan pelayanan merupakan target waktu pelaydapat
diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan ofehpenyelenggaraan
pelayanan. Setiap masyarakat pengguna jasa pasgimyenkan suatu
pelayanan yang mudah, cepat dan tepat waktu. Glegn& itu pegawai
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malatgam
memberikan pelayanan haruslah selalu memperhatikatersebut agar
masyarakat selaku pengguna jasa dapat merasa pugandpelayanan
yang diberikan. Kecepatan waktu yang diberikan gbelygawai Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang nadsap suatu hal
yang penting dan tidak luput dari penilaian masyatraApabila ketepatan
waktu dapat terwujud maka citra instansi akan samdlaik dan
sebaliknya apabila ketepatan waktu pelayanan ttdakujud, otomatis
citra instansi menjadi jelek karena masyarakat rilenpenilaian yang

negatif terhadap pelayanan yang diberikan pegawainy

Berkaitan dengan kepastian atau ketepatkiupelayanan yang
diberikan oleh Pemerintah Dinas Kependudukan damc&atan Sipil
Kota Malang masyarakatpun juga mempunyai penilegesendiri akan hal
tersebut. Berdasarkan pengamatan peneliti, keatdea@ebut memang
pernah terjadi akan tetapi tidak menutup kemungkikatidaktepatan
waktu pelayanan juga disebabkan oleh hambatan lyaragal dari pihak

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Maldiptaranya



pegawai yang bertanggung jawab terhadap tugaskafmntingan tertentu
tidak dapat hadir karena sakit ataupun karena sklralisalnya Kepala
Dinas yang kebetulan harus melaksanakan tugas riat ataupun

penyuluhan.

Sebagaimana telah dijelaskan oleh staff dPietahan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang babegawai Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang ddeopaya untuk
selalu memberikan pelayanan dengan tepat waktu. dpafila dalam
proses pengerjaannya menemukan hambatan yang nieat@ak
keterlambatan maka pihak Dinas Kependudukan dacasan Sipil Kota
Malang akan langsung menyampaikan keterlambataselet. Hal ini
sesuai dengan pendapat Syafi'i (2003:116) yang atakgn bahwa salah
satu unsur pelayanan publik yang baik adalah pereggu waktu yang

relatif cepat dalam penyelesaian tugas.

Menurut peneliti langkah tersebut di atasigsa tepat, sebab
dengan menyampaikan keterlambatan tersebut merkbokbahwa pihak
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malaamgat
memperhatikan kepentingan masyarakat dan sekalggimgai bukti
bahwa pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kgid Malang

mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap yagasdiemban.

Berkaitan dengan waktu pelayanan telahladii@n sebelumnya

olen Kepala Seksi Pemerintahan bahwa waktu yangridian oleh



pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipd Kiatlang untuk
menyelesaikan penerbitan KTP sebenarnya 15 menitdapat selesai.
Namun sesuai dengan peraturan yang telah ada, elipielayanan KTP

selesai dalam 2 hari kerja.

Untuk mencapai pelayanan yang berkualitasutesaja pegawai
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malargs berupaya
untuk meningkatkan kecepatan waktu pelayanan kepedyarakat. Dan
menurut peneliti untuk meneliti adanya keterlambatalam penyelesaian
tugas yang disebabkan oleh kekurangtelitian makgaradalam
melengkapi persyaratan-persyaratan tersebut tidajehdijelaskan secara
lisan saja namun ada baiknya apabila persyarataygratan tersebut juga
dituangkan secara tertulis baik dalam bentuk fqigatau yang lain yang
dipasang pada papan pengumuman agar terbaca okjanaleat yang
sedang membutuhkan pelayanan. Dengan begitu dikearagiapat lebih
memudahkan masyarakat dalam melengkapi persyapatagaratan yang
dibutuhkan sehingga masyarakat pengguna jasa layaB@nas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang aledih cepat
menyelesaikan urusannya dan tepat waktu tanpa maensinggu lama-

lama.

. Ketepatan
Disiplin dalam pekerjaan dapat dilihat dari ketepatwaktu
pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan yang sesngad batas waktu

yang telah ditentukan. Begitupun juga dengan lkamldan kemampuan



kerja pegawai dapat diukur dengan ketepatan wadiand menyelesaikan
pekerjaan. Ketepatan pegawai dalam menyelesaik&erjpan dinas
dengan baik dan tepat waktu merupakan tolok ukbelesilan dalam
mencapai kualitas kerja pegawai yang baik guna apmaicprestasi kerja
bagi organisasi publik. Hasil pekerjaan adalah akukemampuan,
ketelitian serta tanggung jawab setiap pegawai.bApaada pekerjaan
yang selalu tertunda maka pelaksanaan dan peniggiaga akan bisa

berakibat tertundanya pekerjaan yang lain.

Sebagaimana hasil penelitian di lapangategatan waktu dalam
melaksanakan pekerjaan baik melaksanakan tugaseaga kerja yang
berlaku, rapi, teliti dan tepat selalu diusahakebask-baiknya oleh para
pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipd Kiatlang. Karena
pegawai memiliki kedisiplinan yang penuh terhadagepaannya dan itu
perlu ditingkatkan sehingga dapat menghasilkanitasakerja yang baik
pula dalam memberikan pelayanan kepada masyar&eépatan ini
berkaitan dengan salah satu prinsip pelayanankpyéiig telah ditetapkan
oleh Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur [degélo.
63/KEP/M.PAN/7/03 tentang pedoman umum penyelersggapelayanan

publik.

. Sopan santun dan ramah tamah
Sopan santun dan ramah tamah merupakan suatupskapkatan
yang efektif dalam menjalankan pelayanan agar pekay publik tersebut

dapat dikatakan prima. Yang dimaksud dengan pesayanma menurut



Atep Adya Barata (2006:27), diartikan sebagai kepad kepada
pelanggan dengan memberikan layanan yang terbaparSsantun dan
keramahtamahan merupakan salah satu faktor yangt dapndukung
terciptanya suatu pelayanan yang maksimal sehinggssyarakat
mendapat kepuasan dan kenyamanan. Dari obsemagitglah peneliti
lakukan dengan menyebar beberapa kuesioner termdaparakat yang
sedang mengurus pembuatan KTP pada Dispenduk &efal Malang
data menunjukkan bahwa dari 20 responden 11 respoathu 55%
menyatakan bahwa petugas melayani dengan sopamngbech 9
responden atau 45% menyatakan bahwa petugas ksan dalam
melayani masyarakat. Namun tidak seorang responplen yang
menyatakan bahwa petugas bersikap tidak sopan &epaslyarakat.
Berdasarkan kondisi tersebut dapat disimpulkahwbapetugas
pelayanan KTP pada Dispenduk Capil Kota Malanglsddarusaha untuk
bersikap baik, sopan, dan ramah dalam melayani anasyt. Secara
umum, dapat dikatakan bahwa tingkat kesopanan deammiahan petugas
sangat baik.
4.3.2 Faktor Penghambat dan Pendukung
Pelaksanaan pelayanan yang dilakukan Dispendukl Gapa Malang
dalam mencapai tujuannya dapat dikatakan telahabigrbAdanya kerja sama
yang baik antar masing-masing petugas dapat membeglancaran proses
pelayanan publik. Faktor pendukung dalam pelaksakaardinasi yang terdapat

dalam Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil K&tang sesuai dengan



konsep-konsep dalam Perda No 11 Tahun 2005 Propawa Timur tentang
Pelayanan Publik di Jawa Timur yang menyatakan dgkm penyelenggaraan
pelayanan publik dapat terlaksana dengan baik nieldas terdapat standar
pelayanan yang berisi norma, pedoman, sarana @earpna yang dirumuskan
secara bersama-sama antara penyelenggara pelgyabldn penerima layanan
dan pihak yang berkepentingan. Selain terdapatiatggelayanan, perlu juga asas
penyelenggaraan pelayanan publik yang tertuangndgdEBPMENPAN Nomor 63
Tahun 2004 yang meliputi : asas kepastian hukumas deeterbukaan; asas
partisipatif; asas akuntabilitas; asas kepentingaom; asas kesamaan hak; asas
keseimbangan hak dan kewajiban; asas efisienss; efedtifitas; asas imparsial.
Dengan adanya standar pelayanan dan Asas-asaslepggygaan pelayanan
publik maka diharapkan agar pelayanan publik dapgalan dengan baik.
Meskipun adanya dukungan dari berbagai pihak, nantdabam
pelaksanaan koordinasi di Dinas Kependudukan damca®atan Sipil Kota
Malang juga mengalami hambatan dari pihak petugas/glenggara layanan
maupun dari pihak penerima layanan. Dari pihak plEmggara layanan masih
ada petugas yang belum bisa bekerja sesuai dengaman misi organisasi
namun interdepensi atas dasar tugas dan fungsngaassing. Sedangkan dari
pihak penerima layanan masih ada masyarakat yarendupartisipatif dalam
memanfaatkan layanan sehingga proses pencapaiamntudari Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang depgambat pula.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliéintang
“Penyelenggaraan  Administrasi ~ Kependudukan  dalam ngka
meningkatkan kualitas pelayanan publik” yang merighmstudi pada
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malatapat
disimpulkan sebagai berikut:

1. Kesederhanaan Prosedur pelayanan tidak bebedilit-
mudah dipahami, dan mudah dilaksanakan

Prosedur pelayanan KTP dimulai dari RT/RW kemudian
kelurahan baru ke Dispendukcapil Kota Malang untligroses dan
diterbitkan

2. Kejelasan Persyaratan teknis administratif, Unit
kerja/pejabat yang berwenang dan bertanggung jalakm memberikan
pelayanan

Kejelasan disini termasuk pula kejelasan peran R /kRelurahan
dan Dispendukcapil itu sendiri. Kejelasan petugaslayanan di
Dispendukcapil, khususnya layanan KTP telah cuk@mun perlu
ditingkatkan lagi. Hal ini terbukti dengan masitaaga beberapa pegawai

yang beban pekerjaannya hanya sedikit sementaraylabanyak.



3. Tanggung jawab petugas;

Tanggung jawab petugas pelayanan KTP di Dispenghilkeeasih
kurang maksimal, terbukti dengan masih dijumpaipgagurusan KTP
yang seharusnya gratis tetapi masih membayar, Spetpgas yang
mendahulukan orang yang dikenalnya dalam antrisia $eterlambatan
petugas,

4. Kedisiplinan, Kesopanan dan Keramahan petugas;

Kedisiplinan petugas pelayanan KTP di Dispendukcdmta
Malang dapat dikatakan cukup baik karena hampaktiaida yang datang
terlambat dan bolos apel serta hanya beberapa @ajagyang keluar
tanpa ijin. Namun yang masih harus diperbaiki ddgl@nerapan disiplin
sebagai koreksi karena kurang maksimalnya penjatutenksi bagi
pegawai Yyang melanggar. Kesopanan dan keramahangape
Dispendukcapil Kota Malang juga sudah baik.

5. Kenyamanan Lingkungan tempat pelayanan

Kenyamanan lingkungan di Dispendukcapil Kota Malang
seharusnya dapat lebih baik karena kantor iniifet@sih baru namun
kurang dimanfaatkan sebaik mungkin.

6. Akurasi

Dalam memberikan pelayanan pembuatan KTP, pihaklaas
kependudukan dan Catatan Sipil telah menyediakater8i Informasi
Administrasi Kependudukan (SIAK), untuk meminimaligerjadinya

kesalahan



7. Kecepatan

Kecepatan pelayanan KTP di Dispendukcapil Kota Kiglaesuai
dengan peraturan adalah 2 hari kerja, seandaingakeigrlambatanpun
pasti disampaikan langsung.

8. Ketepatan

Ketepatan waktu dalam hal penyelesaian pekerjaada pa
Dispendukcapil Kota Malang sudah baik. Hal ini dapiihat dari
kuesioner yg diberikan kepada pegawai maupun kepadyarakat yang
mendapat pelayanan.

9. Sopan santun dan ramah tamah

Sikap sopan santun dan ramah tamah yang diberidaigas sudah
hamper mendekati maksimal. Petugas pelayanan seélisaha untuk
menunjukkan sikap yang baik demi kenyamanan bersart@a petugas
dan masyarakat.

Faktor pendukung dan penghambat

Faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksgrelapanan
public pada Dispendukcapil Kota Malang memiliki ger dalam
peningkatan kualitas pelayanan publik. Terdapat fdisor di dalamnya,
yaitu factor internal dan eksternal yang dapat negpruh pelayanan.
Faktor internal berasal dari dalam instansi itudggndan faktor eksternal

berasal dari luar instansi



5.2 Saran

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh penoiska
penulis dapat memberikan beberapa saran yang dipdikan acuan
yaitu

i Adanya penambahan instansi kegiatan evaluasij&ipada
seluruh kegiatan perangkat struktur organisasi Daras Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kota Malang, dimana Kepalaa®isebagai ketua
pelaksana kegiatan evaluasi kinerja tersebut agampuo mengetahui
sejauh mana kinerja aparatnya secara berkala.

2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KotaaiMgl
khususnya pada bidang pencatatan sipil dalam pdaabud&TP, harus
lebih teliti atau akurat dalam melaksanakan prdsesrjanya dalam hal
pembuatan KTP, karena masih dijumpai adanya petatasa seperti,
kesalahan penulisan yang tertera pada KTP, sepaldéh penulisan,
tanggal lahir, alamat dan lain sebagainya. Dan kiamuadanya kejadian
KTP hilang pada saat pembuatan KTP pada Dinas Kepleikan dan
Pencatatan Sipil Kota Malang, hal ini harus dihmdgedini mungkin,
karena dikawatirkan kepuasan pelanggan menjadiubeng maka pihak
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makimgusnya pada
bidang pencatatan sipil harus lebih ekstra disiglan akurat dalam
melaksanakan kegiatan pembuatan layanan KTP.

3. Diberlakuka sanksi yang tegas bagi seluruh pap®was

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang &pabalam



melaksanakan tugasnya melakukan berbagai hal yédagardy yang
menuju suatu kecurangan, untuk menumbuhkan sifatjukan bagi

seluruh pegawai dinas.
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Lampiran 1

A

Interview Guide

Kurang lebih berapa waktu maksimal untuk meyelesalkTP?
Bagaimana cara dispenduk untuk selalu meningkdtkalitas pelayanan?
(Misal, konmputerisasi dll)

Kurang lebih berapa lama waktu maksimal dan minyzelg dibutuhkan
untuk menyelesaikan satu KTP?

Seperti yang kita ketahui, dahulu masalah pengorukdP dapat
dilakukan di kelurahan, lalu mengapa dirubah sisg@ammenjadi seluruh
kewenansgan Dispenduk-capil dan kelurahan tidalatdagengeluarkan
KTP? Dan mengapa perubahan itu baru dilakukarrsega

Apakah semua pegawai memiliki kemampuan untuk mesgsikan
komputer?



Lampiran 2

Gambar 6
Antrian masyarakat dalam proses pelayanan KTP di Dspendukcapil Kota
Malang

Gambar 7
Suasana di Bagian Pelayanan KTP di Dispendukcapil ta Malang

Sumber: Hasil dari kamera peneliti



